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MOTTO 

“ Kamu tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tetapi kamu 

harus memulai untuk menjadi hebat “ 

-Zig Ziglar 
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ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA PAGUTAN 

KECAMATAN BATUKLIANG 

Oleh : 

ELSA MULIA PRATAMI 

180105208 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana 

desa di Desa Pagutan dan apa kendala dalam pengelolaan dana desa di 

Desa Pagutan. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah kualitatif 

deskriptif dimana peneliti mendatangi lokasi penelitian secara langsung 

yang berlokasi di desa Pagutan Kecamatan Batukliang, bertujuan untuk 

memperoleh informasi dan data pengelolaan dana desa beserta kendala 

dalam pengelolaannya. Informan pada penelitian ini ialah Kepala Desa 

Pagutan, Sekertaris Desa Pagutan, Kaur Perencanaan, Kaur Keungan, 

Badan Permusyawaratan Desa, dan Masyarakat. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di desa Pagutan telah sesui 

dengan pelaksanaan pengelolaan dana desa yang telah di tetapkan oleh 

pemerintah pusat. Dilihat dari segi saran dan prasarana, dalam pengelolaan 

dana desa di Desa Pagutan menerapkan ketransparanan dan akuntabilitas 

dalam pengelolaannya serta bertanggung jawab langsung kepada masyakat 

sesuai dengan tahapan yang di mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban. Namun pada saat covid-

19 terjadinya kendala kegiatan perencanaan pada RKPDes yang telah 

disusun beberapa kegitan fisik seperti rabat jalan, pembukaan jalan baru, 

pentalutan jalan tetapi setelah adanya edaran penangulangan covid-19 

beberapa dari item yang sudah di rencanakan di rubah untuk kegiatan 

penanggulangan covid-19 kegiatan tersebut berupa pembagian BLT dan 

vaksinasi. 

 

Kata Kunci : Pengelolan Dana Desa, Kendala Pengelolaan Dana Desa 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Wilayah pedesaan saat ini berubah menjadi motor penggerak 

dan prioritas dalam pembagunan sebuah daerah, sebab membangun 

desa berarti membangun sebagian dari wilayah di Indonesia. Dan 

dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

desa maka di harapkan semua kepentingan serta kebutuhan 

masyarakat desa bisa dapat di arahkan dengan baik, serta diberikan 

kesempatan untuk desa mengurus tata pemerintahannya masing-

masing dan pemerataan sumua pelaksanaan pembangunan di desa, 

selanjutnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarkat dan 

kulitas hidup seluruh lapisan masyarakat di desa. 1 

Pengelolaan dana desa adalah suatu proses atau rangkaian 

pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang di 

dalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 

pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai 

tujuan tertentu. Pengeloaan dana desa dalam Peraturan Presiden No 6 

tentang dana desa pasal 2 berbunyi dana desa di kelolala secara tertib, 

taat pada ketentuan peraturan perundang-undaangan, efisien, 

ekonomis, trasnparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan 

rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan 

masyarakat setempat.2 

Dalam pengelolaan dana desa keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggung jawaban, kemudian pengelolaan dana desa dilakukan 

dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari 

sampai dengan 31 Desember. Kepala desa sebagai kepala 

pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan dana 

 
1 Mercy Yusup, Julie Abdullah, Wahyudin Hasan JRAK Vol. 10 No.2 Tahun 2019. 

Hal:190 

 
2 Sunardi, N., & Lesmana, R. (2020). Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Terhadap 

Manajemen Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Efektivitas Program Desa Sejahtera 

Mandiri Di Desa Cihambulu., Kec. Pabuaran, Kab. Subang. Jurnal SEKURITAS 

(Saham, Ekonomi, Keuangan dan investasi) hal 279. 
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desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan 

desa yang dipisahkan. 3 

Aturan-aturan pengelolaan dana desa yaitu, Peraturan Menteri 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 7 

tahun 2021 menyatakan bahwa,Pasal 17 ayat 3 UUD Dasar Negra 

Republik Indonesia Tahun 1945, UUD Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

kementerian Negara Nomor 166, UUD Nomor 6 tahun 2014 tentang 

desa ( lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7, 

UUD Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penepatan Peraturan Pemerintah 

Pengganti UUD nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan 

Negara dan stabilitasSistem Keuanagn untuk Penanganan COVID-19, 

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang peraturan 

pelaksanaan UUDnomor 6 tahun 2014 tentang desa, Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber 

dari anggaran pendapatan dan belanja Negara, Peraturan Presiden 

Nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan 

pembangunan berkelanjutan, Peraturan Presiden nomor 85 tahun 2020 

tentang kementerian desa, pembangunan Daerah tertinggal dan 

transmigrasi, Peraturan Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal 

dan transmigrasi nomor 15 tahun 2020.4 

Penggunaan dana desa  pada tahun 2022 di perioritaskan untuk 

memberi acuan kepada pemerintah desa dalam melaksanakan 

kebiijakan nasional stabilisasi keuangan yang membahayakan sistem 

perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan,  

pemerintah Daerah/Kota dalam pemantauan evaluasi, pendampingan 

masyarakat desa, pembinaan dan fasilitas prioritas penggunaan dana 

desa, pemerintah desa dalam memfasilitasi penyelengaraan 

kewenangan desa berdasarkan hak asla uasul dan kewenangan local 

bersekala desa serta monitoring dan evaluasi status perkembangan 

desa, pemerintah desa dalam menetapkan prioritas penggunaan dana 

desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan.5 

 
3 Mercy Yusup, Julie Abdullah, Wahyudi Hasan JRAK Vol, 10 No.2 Tahun 2019.  

hal 196  
4 KEMENDES-PDT Nomor 7 Tahun 2021. Dana Desa, Prioritas. Hlm 2 
5 KEMENDES-PDT Nomor 7 Tahun 2021. Dana Desa, Prioritas. Hlm 7 
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Desa sebagai salah satu instansi pemerintah yang berpapasan 

langsung dengan masyarakat sebagai kebutuhan yang perannya sangat 

penting dalam melaksanakan kewajiban, khususnya dibidang 

pelayanan masyarakat. Disini desa memiliki otonomi yang terbilang 

kurang jelas dalam bentuk kewenangan akan kepemerintahan desa 

untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat, tetapi dalam 

suatu desa seharusnya memiliki otonomi yang proses penyesuaiannya 

akan saling berbeda-beda dalam kehidupan masyarakat sehingga 

menghasilkan pola kehidupan masyarkat sebagai satu kesatuan. 

Kemudian tujuan adanya otonomi di suatu daerah yaitu bertujuan 

untuk meningkatkan pelayanan dalam masyarkat dan meningkatkan 

perekonomian di suatu daearah.6 

Dana desa dalam peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 

tentang dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran 

pendapatan dana belanja daearah yang di berikan untuk desa yang di 

transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah 

Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakat, 

dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa tersebut berasal dari dari 

anggaran pendapatan dan belanja negara yang merupakan sumber dari 

dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, jumlah yang diterima 

paling sedikit adalah 10%7 

Disini dana desa te rsebut di atur oleh Peraturan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK. 07/2017 yang 

mengatur tentang tata cara pengelolaan dana desa disetiap 

Kabupaten/kota dengan secara rinci suatau dana di setiap desa, disini 

alokasi dana yang diberikan harus dipergunakan oleh desa secara 

konsisten dan terlaksakan dengan terkendali oleh perangkat desa. 

Disamping itu segala sesuatu yang berbentuk laporan harus dibuat 

setranparan mungkin dan dapat di pertanggung jawabkan.8 

 
6 Riyani, N., & sumardjoko, B. (2016). Analisis Pengelolaan Dana Desa (studi 

khusus di desa singapura Kecamatan Surakarta Kabupaten Sukoharjo Thaun 2016) 

(Doctoral dissertation, Universitas Muhamadiyah Surakarta).   
7 Icuk Rangga Bawono.(2019). Panduan penggunaan dana desa. Hlm 25 
8 Bawono, I.R(2019). Panduan Penggunaan Dana dan Pengelolaan Dana Desa. 

Gramedia Widiasarana Indonesia. 
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Tujuan dana desa disalurkan yaitu pertama: untuk 

meningkatkan pelayanan publik di desa, kedua: mengetaskan 

kemiskinan, ketiga: memajukan perekonomian masyarakat, keempat: 

mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, kelima: memperkuat 

masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. 9 

Tugas dan wewenang kepala desa dalam Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 26 ayat (1) dan (2), tugas 

wewenang tersebut yaitu melaksanakan pembangunan desa, 

pembinaan kemasyarakatan desa memimpin penyelengaraan 

pemerintah desa, mengangjat  dan memberhentikan perangkat desa , 

memegang kekuasaan pengelolaan keuangan keuangan dan aset desa,  

menetapkan peraturan desa, menetapkan anggaran pendapatan dan 

belanja desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina dan 

meningkatkan perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran masyrakat desa, mengembangkan sumber pendapat 

desa, mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa, 

memanfaatkan teknologi tepat guna, mengkordinasikan pembangunan 

desa secara partisipatif, mewakili desa dalam dan diluar pengadilan 

atau menunjuk kuasa hokum untuk mewakilinya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan , dan melaksanakan 

wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undanga.10 

Faktor penghambat pengelolaan dana desa merupakan perihal 

yang menyangkut tentang aparatur desa, masyarakat desa, dan 

pendukung lainya. Pemerintah desa sebagai pelaksana memiliki 

tanggung jawab yang akan mengayomi masyarakat sebagaimana juga 

menggunkan fasilitas yang ada untuk bersama sama dalam 

membangun desa melalui pengelolaan dana desa. Dalam 

melaksanakan proses pengelolaan dana desa tak terlepas dari kendala- 

kendala yang ada pada pengelolaan dana desa yaitu pertama, sumber 

daya manusia disini sumberdaya manusia menjadi faktor yang cukup 

berpengaruh dalam pengelolaan dana desa sebab perangkat desa 

 
9 Icuk Rangga Bawono.(2019). Panduan penggunaan dana desa. Hlm 26 
10 Alamat, N. A. S. (2020). Tugas dan wewenang kepala desa menurut undang-

undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa( Desa  Para Lelle, kecamatan Tatoareng, 

Kabupaten Kepulauan sangihe). Lex Administratum, 8(1).  
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mengalami kendala dalam menyampaikan laporan, pemahaman dalam 

menggunakan sistem yang ada sehingga membutuhkan bantuan dari 

pihak lain yang berada di bidang lain. Hal ini mengakibatkan 

pelaksanaan pembagian tugas terjadi diluar kapasitas tanggung jawab 

di bidangnya yang dikaitkan dapat berpengaruh kepada penyaluran 

untuk tahap selanjutnya. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya 

manusia yang menjadi perangkat desa masih kurang kompeten, 

dikarnakan latar belakang pendidikan perangkat desa pada umunya 

lulusan SMA. 

Kedua, jaringan internet yaitu dalam pengelolaan dana desa 

disini telah menggunakan sistem yang terintegrasi langsung dengan 

pusat sehingga ada prosedur terkait yang harus dilakukan melalui 

sistem secara daring. Jaringan internet yang dimiliki mengalami 

kendala karena lokasi kantor desa yang jaringanya cenderung tidak 

stabil dan dalam beberapa kesempatan perangkat desa harus pergi 

ketempat yang cukup kondusip untuk mengelola data maupun 

mengunggah data secara online. Ketiga Pemahaman masyarakat yaitu 

disini pemahaman masyarakat terbilang kurang paham akan 

penggunaan dana desa yang ada, sehingga muncul oponini 

masyarakat yang kurang berkenan terkait pembangunan yang belum 

merata disetiap dusunnya. Hal ini menunjukkan para aparat 

pemerintah desa dalam mensosialisasikan maupun memberikan 

pemahaman terkait penggunaan dana desa dan prioritas arah 

kebijakan pembangunan masih perlu ditingkatkan.11 

Desa Pagutan Kecamatan Batukliang terletak di  Kabupaten 

Lombok Tengah. Dengan jumlah penduduk 9.222 jiwa, masya rakat 

di desa Pagutan memiliki mata pencarian yaitu bertani, berkebun, dan 

indusrti kecil.  Keadaan Ekonomi yang dilihat dari potensi ungulan 

desa yaitu pertama Pertanian yang berupa tanamana padi dan palawija 

merupakan uasaha produktif masyarkat dan memberikan sumber 

pemiliknya dari masyarakat desa pada umumnya, kedua Perkebunan 

yang berupa tanaman kelapa dan tanaman kayu merupakan usaha 

produktif masyarkat, dan sumber pendapatan pemiliknya dan 

 
11 Manatar, K., & Manaroingsong, J. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Desa: Studi 

kasus di desa Peling Sawang Kecamatan siau barat Kabupaten Kepulauan Sitaro. Jurnal 

Akuntansi Manado (JAIM). 118-128 
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masyarakat desa. Ketiga Indusri kecil/Rumahan merupakan industri 

rumah tangga desa dari berbagai jenis kegiatan yang dikelola oleh Ibu 

Rumah Tangga (IRT) atau kelompok dari usaha ini telah berkembang 

sejak dahulu dan mebudaya masyarakat.  

Hasil wawacara awal yang didapatkan peneliti dengan staf 

desa di desa Pagutan Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok 

Tengah terkait pengelolaan dana desa, yaitu pengelolaan dana desa  

bersifat terbuka dan transparan yang melibatkan perangkat desa, BPD 

(Badan Permusyawaratan Desa), Tokoh Agama dan masyarakat, 

selanjutnya  anggaran tersebut di salurkan ke fasilitas umum seperti: 

posyandu, infrasturktur jalan, aspal , bantuan BLTDD (Bantuan 

Langsung Tunai Dana Desa). Menurut hasil interview dengan staf 

desa di desa Pagutan jika anggran Program tahun sebelumnya kurang 

maksimal dari anggran dana desa100% maka anggran dapat 

digunakan dari anggaran tahun saat ini:  contohnya yaitu seperti 

program RABAT JALAN, untuk anggran tahun 2021 belum 

mencukupi anggaran dana desa 100% maka anggran dari tahun 2022 

ini bisa dipergunakan untuk anggaran tahun 2021.12 

Oleh karna itu peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut 

tentang pengelolaan dana desa, serta apa saja kendala yang dihadapi 

dalam pengelolaan dana desa di desa Pagutan Kecamatan Batukliang 

Kabupaten Lombok Tengah. Maka peneliti dalam judul peneliitian 

Analisis Peneglolaan Dana Desa, untuk mengetahui bagaimana 

pengelolaan dana desanya.   

B. Rumusan Masalah  

Dari latar belakang masalah di atas, peneliti mengidendifikasi 

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana pengelolaan dana desa di desa Pagutan Kecamatan 

Batukliang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022? 

2. Apa kendala dalam pengelolaan dana desa di desa Pagutan 

Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian 

 
12 Observasi, M. Zarwadi MZ, S.Pd., Desa Pagutan, 5 Agustus 2022 
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Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi 

tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana desa di desa Pagutan 

Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022. 

2. Untuk mengetahui kendala dalam pengelolaan dana desa di desa 

Pagutan Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 

2022.  

Manfaat penelitian  

1. Bagi lembaga 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah 

pengetahuan tentang pengelolaan dana desa dan apa saja kendala- 

kendala yang menghambat proses pengelolaaan dana pada Tahun 

2022. 

2. Bagi pihak lain (praktis) 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukkan dan 

sarana bagi masyarakat serta pemerintah desa, khususnya di desa 

pagutan Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, dalam 

melaksakan pengelolaan dana desa serta dapat memaksimalkan 

proses anggaran dana desa agar tidak ter jadi kendala dalam dana 

desa tersebut. Penelitian ini di harapakan dapat meningkatkan 

kemampuan perangkat desa dalam membangun desa yang lebih 

sejahtera. 

3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharpakan dapat menambah wawasan, 

pengalaman serta pengetahuan peneliti dalam melaksanakan proses 

pengelolaan dana desa dan mengatasi kendala kendala dalam 

pengelolaan dana desa, Kemudian penelitian ini juga dapat 

memberikan manfaat baik bagi peneliti yang akan meneliti 

selanjutnya. 

D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian 

1. Ruang lingkup 

 Dalam penelitian ini mencakup analisis pengelolaan dana desa 

serta Kendala-kendala yang menghambat proses pengelolaan dana 

desa  pada Tahun 2022 di desa Pagutan Kecamatan Batukliang 

Kabupaten Lombok Tengah. 
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2. Setting penelitian 

 Lokasi atau Setting penelitian ini dilakukan di desa Pagutan 

Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah. Adapun 

alasan peneliti mengambil tempat penelitian ini dikarenakan 

lokasi penelitian tidak jauh dengan tempat tinggal peneliti, dan 

permasalahan ini belum ada yang meneliti di desa pagutan 

Kecamatan Batukling Kabupaten Lombok Tengah. 

E. Telaah Pustaka 

Pembahasan tentang Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Desa 

Pagutan Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah. Ada 

beberapa refrensi yang peneliti gunakan sebagai rujukan utama 

peneliti diantaranya yaitu: 

1. Octaviani Pratiwi. 2021 “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa (ADD) Dalam Upaya Pembangun Desa di Desa Bontola 

Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa”. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dalah metodelogi 

Kualitatif Deskriptif. Adapaun hasil penelitian ini membahs 

tentang Analisis pengelolaan Alokasi dana desa Dalam Upaya 

pembangunan Desa di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga 

Kabupaten Gowa, Diperoleh dari sebagai berikut: 

a. Tahap perencanaan alokasi dana desa (ADD) di desa 

Bontoala telah menerapkan prinsip partisipasi dan 

transparasi,  

b. Pada tahap pelaksanaan ADD Desa Botoala melakukan 

swakelola Karena pemerintah desa juga perlu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

c. Tahap pertanggung jawaban ADD di desa Bontoala baik 

secara teknis maupun administrasi sudah baik dan 

manajemennya bagus, tetapi tetep harus mendapat bimbingan 

dari pemerintah kecamatan agar meningkatkan kepercayaan 

masyarakat kepada aparat desa dalam mengelola keuangan 

desa. 

2. Husnul Khatimah. 2020 “Pengelolaan Dana desa Dalam 

Pembangunan Ekonomi Masyarakat Untuk Kemaslahatan Umat”. 

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metodelogi 
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Kualitatif Deskriptif. Adapun hasil penelitian ini membahas 

tentang: 

a. Penggunaan dana desa di Gampong Lembeugak dilakukan 

sesuai desan peraturan yang telah di tetapkan oleh peraturan 

Bupati. 

b. Dengan adanya pembangun yang dilakukan dengan 

menggunakan dana desa dapat membantu pemerintah desa 

dalam mengurangi kemiskinan di Gampong Lambeugak, hal 

ini di karnakan semua peroyek pembangunan (sarana 

transfortasi: jalan, sarana pendidikan paud/tk, srana umum: 

wc umum dan musola, sarana sosial kemasyarakatan: gudang 

penyimpanan barang) dibangun oleh masyarakat Gampong 

Lambeugak itu sendiri. 

c. Selain melalukan pembangunan fisik dengan dana desa 

pemerintah dan masyarakat Gampong Lambeugak juga 

membangun pembangunan non fisik berupa pemberdayaan 

masyarakat dengan mendirikan Badan Usaha Milik 

Gampong (BUMG). 

3. Andi Siti Sri Hutami. 2017 “Analisis Pengelolaan Dana Desa 

(ADD) Di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten 

Wajo”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metodelogi  

Kualitatif Deskriptif. Adapun hasil penelitian ini membahas 

Tentang:  

a. Proses pengelolaan ADD meliputi Perencanaan, 

Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan 

Pertanggungjawaban.  

b. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa 

(ADD) meliputi faktor pendukung dan penghambatan. 

4. Andi Siti Aisyah. 2020 “Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan 

Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Peningkatan Taraf 

Perekonomian Masyarakat di Desa Pattangnga Kec.Bola 

Kab.Wajo”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metodelogi Kualitatif Deskriptif. Adapun hasil penelitian ini 

membahas tentang: 
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a. Pengelolaan alokasi dana desa yang ditentukan berdasarkan 

besaran alokasi dana desa yang diterima setiap desa di 

Kabupaten Wajo Khususnya desa Pattangnga berjalan sesuai 

dengan aturan pemerintah kota dan aturan dalam uandang 

uandang nomer 6 tahun 2014 tentang desa dan dilaksanakan 

dengan baik melihat banyaknya pembangunan yang telah 

terelisasi dan mengikuti mekanisme dalam pengelolaan 

alokasi dana. 

b. Pemanfaatan alokasi dana desa dalamj pembangunan 

terealisasikan dengan baik dan dapat dirasakan oleh berbagai 

jajaran terutama masyarakat desa itu sendiri serta dalam 

peningkatan tarafperekonomian masyarakat di desa 

pattangnga Kec.Bola Kab.Wajo sudah mengalami perubahan 

sesuai dengan harapan masyarakat. 

5. Desy Sulastri. 2019 “Analsisi Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

(ADD). Tahun Anggran 2018 Di desa Sawah Kecamatan Kampar 

Utara Kabupaten Kampar”. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metodelogi Kualitatif Deskriftif. Adapun 

hasil penelitian ini membahas tentang:  

a. Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD). Di desa Sawah 

Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar masih belum 

optimal. Ini bisa dilihat dari beberapa indicator yang belum 

terlaksanakan salah satunya transparan karena beberapa 

informasi mengenai dipublikasikan kepada masyarkat.  

b. Kemudian Hambatan Kepala Desa dalam pemanfaatan 

Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sawah Kecamatan 

Kampar Utara Kabupaten Kampar adalah lemahnya sumber 

daya manusia yang ada di desa Swah Kecamatan Kampar 

Utara Kabupaten Kampar, Minimnya Kegiatan-kegiatan 

pelatihan dan penyuluhan terkait masalah Alokasi Dana Desa 

yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten 

Kampar maupun pemerintah desa dan paertisipasi 

masyarakat sangat  

rendah dalam mendukung proses pelaksanaan Alokasi Dana 

Desa 
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F. Kerangka Teori 

1. Desa 

Pengertian Desa 

Menurut UU No 6 tahun 2014 tentang desa pasal 1 

menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum 

yang memiliki batasan wilayah yang berwewenang untuk mengatur 

dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan gagasan masyarakat, hak asal ususl atau hak 

tradisoanal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa 

desa meruapakan suatu langkah awal dari kemandirian desa dalam 

penyelenggaraan pemerintah maupun dalam pengelolaan dana 

desa. Dalam pelaksanaannya desa akan bersentuhan lansgsung 

dengan masyarakat dalam peranan desa memeberikan pelayanan 

kepada masyarakat, maka diharapkan dalam penyelengaraan 

pemerintah dan pengelolaan dana desa dibutuhkan pemerintah desa 

yang handal agar pelaksanaannya lebih terarah dan sesuai dengan 

kelola yang baik.      

Menurut Undang-undang Nomer 6 tahun 2014 tentang 

desa, desa yakni merupakan kesatuan dari masyarakat hukum yang 

memiliki batas-batasan wilayah yang berwewenang, agar dapat 

mengatur atau mengurus pelaksanaan dari   pemerintahan, didalam 

kepentingan masyarakat tersebut yang berdasarkan dari prakaesa 

masyarakat, hak dari asal usul, atau hak yang berasal dari 

tradisional yang diakui dan dihormati oleh sistem pemerintahan di 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Disini Istilah desa dari 

beberapa daerah memiliki pendapat yang berbeda beda, seperti di 

Sumatra Barat disebut dengan istilah Nagari. Menurut Nurcholis 

(2011) Desa adalah satuan administrasi pemerintahan terendah 

dengan hak otonomi berbasis asal-usul dan adat istiadatnya.13 

a. Pemerintahan Desa. 

Menurut Peraturan Perundangan Nomer 43 Tahun 2014, 

Pemerintahan desa merupakan penyelengaraan urusan 

 
13 Shuha, K. (2018) Analisis Pengelolaan Dana Desa (studi Kasus pada desa-

desaselingkungan Kecamatan lubuk alung alung Kabupaten padang pariman).jurnal 

Akuntansi, 6(2).  
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pemerintah dan kepentingann masyarakat setempat dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

sedangkan pemerintah desa merupakan kepala desa yang 

dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelengaraan 

pemerintahan desa yang kepala desa, perangkat desa, dan badan 

permusyawaratan desa.   

Pemerintahan desa adalah pejabat tertinggi yang disebut 

dengan nama lain kepala desa yang di bantu oleh perangkat desa 

sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan desa. Dalam 

Undang-Undang Nomer 6 tahun 2014 Tentang desa yang 

memeberikan tugas kepada pemerintah desa dengan  

penyelengara pemerintah, pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat  

yang bertujuan dasar untuk melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan soial bagi seluruh rakyat 

Indonesia. 14 

b. Keuangan Desa  

Menurut Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 dalam 

pasal 71 Ayat (1) tentang desa, dijelaskan bahwa keuangan desa 

merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai 

dengan uang, berupa uang dan barang yang berhubungn dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan 

pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan 

desa. 

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban 

desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang 

berbentuk barang atau uang yang berhubungan dalam 

pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah termasuk di dalamnya 

yaitu kekayaan yang berhubungan dengan kewajiban desa.15 

 
14 Sugima, S. (2018). Pemerintahan Desa. Binamulia Hukum, 7(1), 82-95.  
15 Puspita, D.E. (2019) “Evaluasi Penggunaan Aplikasi SISKUDES (Sistem 

Keuangan Desa). Dalam Upaya Peningktan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Tahun 
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c. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) 

1) Anggaran Pendapatan dan Belanja desa adalah rencana 

keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan 

diisetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan 

permusyawaratan desa yang di tetapkan dengan peraturan 

desa. 

2) Struktur APBDesa terdiri dari 

a) Pendapatan Desa 

Pendapatan Asli Desa yaitu Pendapatan yang 

bersumber dari kewenangan desa berdasarkan sekala 

desa. Pendapat asli desa termasuk kedalam : 

b) Hasil Usaha, merupakan Badan Usaha  

c) Milik Desa (BUMDES) Dan Tanah Bengok : 

1. Hasil Aset 

2. Swadaya dan partisipasi. Gotong Royong 

3. Pendapatan Asli Desa. 

d) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN). Merupakan Anggran yang di peruntukkan 

pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang 

digunakan untuk Membiayai penyelenggaraan serta 

pemberdayaan Masyarak. 

e) Bagain Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

Kabupaten/Kota paling sedikit 10% dari Retribusi 

daerah Kabupaten/Kota. 

f) Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari dana 

perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Untuk 

ADD paling sedikit 10% dari dana Perimbangan yang 

diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah 

dikurangi dan alokasi Khusus. 

g) Bantuan Keuangan dari APBD Propinsi dan APBD 

Kabupaten/Kota. Bantuan Keuangan tersebut dapat 

bersipat umum dan Khusus. Bantuan Peruntukan dan 

Penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa 

 
2018 (”Studi kasus pada desa Nogosari Kecamatan Rowokangkung Kabupaten 

Lumajang”)  
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penerimaan bantuan dalam rangka pelaksanaan tugas 

pemerintah daerah di desa. 

h) Hibah dan Sumbangan tidak mengikat dari 

pihak lain. 

i) Pendapatan laiannya desa yang sah adalah antara 

pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak 

ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.16 

j) Belanja Desa 

Pengertian Belanja Desa pada pernyataan Standar 

Akuntansi pemerintahan Nomer 3 Tentang Laporan 

Arus Kas dinyatakan bahwa belanja desa adalah semua 

pengeluaran yang berasal dari Rekening kas Umum 

Negara yang menambah ekuitas dana lancer dalam 

priode tahun anggran yang bersangkutan menjadi hak 

pemerintah, dan tidak perlu dikembalikan lagi oleh 

pemerintah. 17 

k) Pembiayaan Desa  

Pemerintah desa wajib meliputi semua 

pemerimaan yang perlu dibayar kembali atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada 

tahun anggran yang bersangkutan maupun pada tahun 

anggran yang berikutnya. Pembiyaan desa terdiiri atas 

penerimaan pembiyaan yang mencangkup: 

a) Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SilPA). Tahun 

sebelumnya. 

b) Pencairan dana cadangan. Dan  

c) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. 

Selain itu Pembiyaan juga terdiri dari : 

Pembentukan dan cadangan, Pernyataan Modal Desa. 18 

 
16 Ginsu,A., Posumah ,J., & Tampi, G. (2019). Manajemen Anggran Pendapatan 

Dan Belanja Desa di Desa Liwutung Kecamatan pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. 

Jurnal Administrasi public, 5(77).  
17 Hulu,R. Analisis Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa Kepayang 

Kecamatan Kepenuhan Hulu. 
18 Julita, E., & Abdullah, S. (2020). Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa 

(studi di kecamatan sukakarya Kota Sabang). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi 

Akuntasi, 2(5), 213-221 
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2. Dana Desa  

  Dana Desa yang berdiri sendiri secra langsung, 

sebenarnya tidak disebutkan secara langsung dalam Undang-

undang Nomer 6 tahun 2014 tentang desa. Adapun yang terdapat 

dalam Undang Undang Desa ini terkait dimaksudka n dalam pasal 

71 ayat (2) bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara. Kemudian Dalam Pasal 75 ayat (3) dalam Undang 

Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa ini mengamanahkan 

bahwa, ketentuan lebih lanjut mengenai keuangan desa telah di 

atur dalam peraturan pemerintah. 

Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan 

asli desa, di bagi kedalam hasil pajak daerah dan retribusi daerah 

Kabupaten /Kota, aloasi anggaran dai APBN, bantuan keuangan 

dari APBN provinsi dan APBN Kabupaten/Kota, serta hibah dan 

sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, Sumber 

pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk 

memdanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab 

desa, Dan tersebut digunakan untuk mendanai pe nyelenggaran 

kewenangan desa yang mencakup penyelenggaran pemerintah, 

pembangunan, pemberdyaan masyarakat, dan kemasyarakatan. 

Dengan demikian, Pendapatan desa yang bersumber dari 

APBN juga digunakan untuk mendanai kewenagan tersebut. Hal 

itu berarti dana desa digunkan untuk mendanai keseluruhan 

kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dana Desa tersebut. 

Alokasi aggarana untuk dana desa di tetapkan secara 10% 

(sepuluh Persen) dari total dana transfer ke daerah dan akan 

dipenuhi secara bertahap melalui kemampuan APBN, Dalam masa 

transisi sebelum dana desa mencapai 10%, anggran dana desa akan 

melalui realokasi dari Belanja Pusat Program yang berbasis desa. 

Sumber dana desa yang diusulkan oleh 

Kementrian/Lembaga yang ditetapkan oleh Menteri lalu ditetapkan 

sebagai Belanja Pusat Non Kementerian/Lembaga, dan sebagai 

cadangan dana desa yang telah mendapatkan persetujuan dari  

Dewan Perwakilan Rakyat yang di tetapkan sebagai Dana Desa 
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yang merupakan anggran dari Transfer ke Daerah dan Desa 

tersebut.19 

Tujuan pemberian dana desa yang bersumber dari anggran 

pendapatan dan negara (APBN) yaitu diprioritaskan untuk 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karna itu dapat 

diartikan bahwa dana desa yang berasal dari pusat tidak hanya 

diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa tetapi juga di 

peruntukkan untuk pemberdayaan masyarakat desa.  

Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 

tahun 2014 tentang Dana desa yang bersumber dari Anggaran 

pendapatan dan Belanja Negara, pada pasal 19 bayat (2) dijelaskan 

bahwa dana desa sebagaimana dimaksud ayat (1) di periroritaskan 

untuk memebiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 

desa.  

Adapun bentuk bentuk program dana desa untuk 

meningkatkan pemberdayaan masyarkat yaitu: 

a. Pemberdayaan Dalam Bentuk Non Fisik 

1) Pembangunan sektor infrastruktur  

Pembangunan sektor infrastruktur jalan merupakan 

salah satu sektor vital untuk memacu pertumbuhan 

ekonomi dalam meningkatkan pemberdayaan yang pada 

dasarnya meruapkan sektor yang menghubungkan 

berbagai macam aktivitas ekonomi masyarkat. 

Pembanguna prasarana jalan memiliki fungsi aksetabilitas 

unutk membuka daerah yang kurang berkembang dan 

fungsi mobilitas daerah yang telah berkembang.  

2)   Infrastruktur Pertanian  

 Pembangunan infrastuktur jalan kepertanian 

masyarakat meurpakan salah satu cara mempermudah 

akses peti untuk melakukan aktivitas bertani. 

3) Pembangunan air bersih  

  Air bersih merupakan kebutuhan paling peting 

dalam kehidupan sehari- hari. Mulai dari sumber air 

 
19 Muhammad Muu’iz Raharjo, S.STP.,M.Si. (2020). Pengelolaan Dana Desa:hal 

10-11. 
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minum, memasak, menyuci dan laim lain sangat 

mebutuhkan air bersih.  

b. Pemberdayaan Masyarakat Non Fisik  

1) Bimbingan Teknis Untuk Para Perangkat Desa 

 Upaya meningkatkan kemampuan desa perangkat 

desa dalam mengelola dana desa maka dilaukan 

bimbingan teknis dengan tujuan menyebarluaskan 

informasi pengelolaan dana desa. 

2) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)   

 Pemberdayaan kesejahteraan keluaraga (PKK) 

merupakan mitra desa dalam mewujudkan pemberdayaan 

dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kegiatan PKK 

yang dananya bersumber dari dana desa bertujuan untuk 

memberdayakan kelompok wanita untuk meningkatkan 

ketermpilan sebagai sumber penghasilan ekonomi. 20 

Manfaat anggaran dana desa yaitu: 

a. Anggaran merupakan suatu hasil dari proses 

perencanaan. 

b. Anggaran merupakan suatu gambaran tentang prioritas 

alokasi sumber daya yang dipunyai karena bisa 

bertindak sebagai blue print aktivitas perusahaan.  

c. Anggaran merupakan sebuah alat komunikasi internal 

yang menghubungkan departemen (devisi) yang satu 

dengan departemen (devisi) lainya dalam organisasi 

meupun dengan manajemen puncak. 

d. Anggaran menyediakan sebuah informasi tentang hasil 

aktivitas yang sesungguhnya dibandingkan dengan 

standar yang sudah ditetapkan.  

e. Anggaran sebagai sebuah alat pengendalian yang 

mengarah manajemen untu menentukan bagian 

organisasi yang kuat dan lemah.  

f. Anggaran mempengaruhi dan memotivasi menajer dan 

karyawan untuk bekerja dengan konsisten, efektif, dan 

 
20 Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasutian, M A. (2018). Pengelolaan Dana Desa 

dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial.  
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efisien dalam kondisi kesesuian tujuan anatara tujuan 

perusahaan dengan tujuan karyawan.  21 

3. Pengelolaan Dana Desa 

Pengelolaan dana desa merupakan Keseluruhan kegiatan 

yang meliputi pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggung jawaban dalam dana desa. Rencana Pelaksanaan kerja 

pemerintah Desa (RKPDesa) Merupakan perencanaan 

pembangunan jangkan menengah desa untuk jangka waktu 1 satu 

tahun. Anggran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) 

merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. 

Diperlukan peraturan Bupati/Walikota untuk mengatur mengenai 

pengelolaan keuangan Desa.22 

Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Negara yang 

ditujukan untuk desa melalui anggaran belanja Daerah yang 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat, dalam waktu tahun 2020 transfer yang 

dilakukan dari rekening kas umum Negara, langsung ke rekening 

desa. 

Dana desa yang diperoleh oleh desa   akan digunakan untuk 

penyenggran pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan. Dana desa diharapkan dapat 

menjadi tigger atau pemicu pertumbuhan ekonomi dak keterbukaan 

lapangan kerja yang semakin luas di desa melalui program padat 

karya tunai desa (PKTD) yang persentasinya di atur berdasarkan 

ketentuan sebesar 30% dari transfer daerah dan dana desa 

(TKDD).23 

 

 
21 Icuk Rangga Bawono (2019). Panduan penggunaan dana desa. Hlm 43 
22 Novantiati, V., samawati, P., Febriansyah, A., & Apriyani, L.(2022). 

Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Undang-undang Nomer 6 Tahun2014 Berbasis 

Pertanggungjawaban Kepala Desa. Jurnal Pengabdian Masyarakat Indoneisa,2.(1),105-

111.  
23 Manopo, E., Kindangen, P., & Ratinsulu, D.C. (2022). Analisis Pengelolaan 

Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di DKecamatan Ratahan 

Timur Kab upaten Minaha Tenggara . Jurnal Pembangunan  Ekonomi  Keuangan 

Daerah,22(4),1-17.  
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4. Aturan-aturan pengelolaan dana desa  

  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi 

a. Pasal 17 ayat 3 UUD Dasar Negra Republik Indonesia 

Tahun 1945 

b. UUD Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian Negara 

Nomor 166. 

c. UUD Nomor 6 tahun 2014 tentang desa ( lembaran Negara 

Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7.  

d. UUd Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penepatan Peraturan 

Pemerintah Pengganti UUD nomor 1 Tahun 2020 tentang 

kebijakan keuangan Negara dan stabilitasSistem Keuanagn 

untuk Penanganan COVID-19. 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang 

peraturan pelaksanaan UUDnomor 6 tahun 2014 tentang 

desa. 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2014 tentang dana 

desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja 

Negara. 

g. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang 

pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan 

berkelanjutan. 

h. Peraturan Presiden nomor 85 tahun 2020 tentang 

kementerian desa, pembangunan Daerah tertinggal dan 

transmigrasi. 

i. Peraturan Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan 

transmigrasi nomor 15 tahun 2020 .24 

5. Dasar pengelolaan dana desa 

Penggunaan dana desa  pada tahun 2022 di perioritaskan untuk 

memberi acuan kepada: 

1. pemerintah desa dalam melaksanakan kebiijakan nasional 

stabilisasi keuangan yang membahayakan sistem 

perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem 

keuangan. 

 
24 KEMENDES-PDT Nomor 7 Tahun 2021. Dana Desa, Prioritas  
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2. pemerintah Daerah/Kota dalam pemantauan evaluasi, 

pendampingan masyarakat desa, pembinaan dan fasilitas 

prioritas penggunaan dana desa. 

3. pemerintah desa dalam memfasilitasi penyelengaraan 

kewenangan desa berdasarkan hak asla uasul dan 

kewenangan local bersekala desa serta monitoring dan 

evaluasi status perkembangan desa,. 

4. pemerintah desa dalam menetapkan prioritas penggunaan 

dana desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan.25 

6. Implementasi Pengelolaan Dana Desa 

Implementasi disini merupakan tindakan pelaksanaan dari 

sebuah rencana yang disusun secara matang. Kemudian 

implamentasi pengelolaan dana desa disini adalaha tentang 

perencanaan pengelolaan dana desa yang berkaitan dengan dana 

desa, yang diarhakan, diatur, dikelola, dengan baik sesuai dengan 

peraturan yang berlaku demi terwujudnya pengelolaan dana desa 

yang taat pada peraturan perundang-undangan, dengan efisien dan 

efektif, terbuka dan bermanfaat bagi masyarakat. 

Dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang baik 

penyelenggara atau pelaksanaan pengelolaan dana desa harus 

dilakukan dengan perinsip atau tata cara pengelolaan dengan 

transfaran, pertanggung jawaban, partisipasi, dalam menjalankan 

pengelolaan dana desa dengan tertib dan disiplin pada anggran 

dana desa. 26 

7. IndikatorPengelolaan Dana Desa 

Adapun Indikator yang terkait dalam pengelolaan dana desa 

ialah sebagai berikut : 

a. Perencanaan 

Perencanaan Pengelolaan Dana Desa merupakan proses 

panjang yang akan dilakukan pada bulan juni hingga bulan 

September seriring tahun berjalan. dan proses perencanaa 

 
25 KEMENDES-PDT Nomor 7 Tahun 2021. Dana Desa, Prioritas. Hlm 7 

26 Yatminiwati,M. (2017). Implamentasi Pengelolaan Dan Penatausahaan 

Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri  No.113 TH. 2014 Tentang Pengelolaaan 

Keuangan Desa studi Pada Kantor Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten 

Lumajang). ASSETS: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak, 1(1), 1-10.   
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pengelolaan dana desa disini juga sama dengan perencaanaan 

pengelolaan pendapatan desa lainya, dimana hal ini di atur 

dalam peraturan Menteri dalam Negri Nomer 113 Tahun 

2014tentang pengelolaan keuangan desa desa27. 

b. Pelaksanaan 

Pelaksanaan merupakan suatu kegiatan yang proses 

anggran desanya sudah ditetapkan sebelum timbul transaksi 

penerimaan dan pengeluaran desa. Kemudian hal penting yang 

dilihat dari pelaksanaan pengelolaan dana desa adalah: 

1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai 

penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan 

desa. 

2) Bendarhara dapat menyimpan uang kas Desa pada jumlah 

tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan oprasional 

pemerintah desa. 

3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam 

peraturan Bupati/Walikota. 

4) Pengeluaran desa yang mengaibatkan beban pada 

APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan 

Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menajdi 

peraturan desa. 

5) Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai 

yang bersifat mengikat dan oprasional perkantoran yang 

ditetapkan dalam peraturan kepala desa.  

6) Pengunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat 

rincian Angaran Biaya yang telah disahkan oleh kepala 

desa. 

7) Pelaksanaan Kegitan yang mengajukan pendanaan untuk 

mmelaksanakan kegitan harus disertai dengan 

dokumentasi antara lain rencana Anggran Biaya. 

8) Rencana Anggran Biaya diverifikasi oleh sekertaris Desa 

dan disahkan Oleh kepala desa. 

 
27 Maharini, B. P., & Utomo, R. B. (2019). Analisis Perencanaan Pengelolaan 

Dana Desa (studi pada Dana Desa Tahun 2018 di Desa Banguntapan, Kecamatan 

Banguntapan, Kabupaten Bantul). Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana, 5(2). 132-143  
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9) Pelaksanaan Kegitan Pertanggungjawaban terhadap 

tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban 

anggaran belanja kegitan dengan memepergunakan buku 

pembantu kas kegitan sebagai pertanggung jawaban. 

c. Penata Usahaan  

Penatahusahaan merupakan kegitan kepala desa dalam 

melakasanakan penatausahaan keuangan desa harus 

menetapkan bendahara desa. penetapan bendahara desa harus 

dilaukan sebelum dimulainya tahun aggaran berdasarkan 

keputusan kepala desa. disini bendahara adalah perangkat desa 

yang ditunjukakan oleh kepala desa dalam rangka pelaksanaan 

APBDesa.  

Laporan yang wajib dibuat oleh bendara adalah: 

1) Buku Kas Umum yaitu digunakan untuk mencatat 

berbagai aktivtas yang menyangkut penerimaan dan 

pengeluaran kas. 

2) Buku Pembantu Pajak yaitu untuk membantu buku kas 

umum dalam pengeluaran atau penerimaan yang 

berhubungan dengan pajak.  

3) Buku Bank yaitu digunakan untuk membantu buku kas 

umum dalam penerimaan dan pengeluaran yang 

berhubungan dengan uang Bank.28 

d. Pelaporan 

Pelaporan dana desa dilakukan setiap 4 bulan sekali 

yaitu melalui musyawarah yang dilakukan pemerintah desa 

dengan masyarakat. Pelaporan merupakan salah satu bentuk 

tanggungjawab pemerintah desa dalam mengelola keuangan 

desa. Pelaporan yang dilakukan dapat digunakan sebagai 

media evaluasi atas pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh 

Dana Desa salah satu kewajiban pemerintah desa dalam 

pengelolaan keuangan desa. bentuk pelaporan yang didanai 

oleh ADD adalah laporan SPJ yang diberikan kepada 

Kabupaten denga persetujuan Kecamatan. Laporan SPJ ialah 

 
28 Mamelo, G. Y. R., Kalangi, L., &Lambey, L. (2026). Analisis pelaksanaan 

dan Penatausahaan dana desa pada desa- desa dalam wilayah Kecamatan Kotamobagu 

Timur, Kotamobagu. Jurnal Riset Akuntasi Dan Auditing “GOODWILL”, 7(2).     
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perencanaan program atau kegiatan yang di danai oleh ADD 

hingga bukti-bukti dokumentasi dan apapun yang berhungan 

dengan program yang di biayai oleh ADD. 

 

e. Pertanggung Jawaban 

Pertanggung jawaban merupakan tujuan sebagai bentuk 

kewajiban aparat desa dalam melaksanakan kewajiban mereka. 

Laporan realisasi anggaran berisi pendapatan belanja, dan 

pembiayaan. Pembuatan laporan realisasi anggaran dibuat 

berdasarkan peraturan desa. Pada peraturan desa tentang 

laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDeda 

harus dilampiri Format Laporan Pertanggungjawaban 

Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenan, 

Format Laporan Kekayaan Milik Desa Per 31 Desember 

Tahun Anggaran berkenan, dan Format Laporan Program 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.29  

8. Penghambat/Kendala Pengelolaan Dana Desa. 

Adapun dalam pengelolaan dana desa terdapat beberapa kendala 

diantaranya adalah:  

a. Sumber Daya Manusia  

 Sumber daya manusia disini sumber daya manusia menjadi 

faktor yang cukup berpengaruh dalam pengelolaan dana desa 

sebab perangkat desa mengalami kendala dalam menyampaikan 

laporan, pemahaman dalam menggunakan sistem yang ada 

sehingga membutuhkan bantuan dari pihak lain yang berada di 

bidang lain. Hal ini mengaibatkan pelaksanaan pembagian tugas 

terjadi diluar kapasitas tanggung jawab di bidangnya yang 

dikaitkan dapat berpengaruh kepada penyaluran untuk tahap 

selanjutnya. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia 

yang menjadi perangkat desa masih kurang kompeten, 

 
29 Farida, V., Jati, A. W., & Herventy, R. (2018). Analisis Akuntabilitas 

Penelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. 

Jurnal Akademi Akuntansi, 1(1).  
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dikarnakan latar belakang pendidikan perangkat desa pada pada 

umunya lulusan SMA.30 

b. Swadaya Masyarakat  

 Swadaya masyarakat adalah sebagai wadah organisasi yang 

menampung, memperoses, mengelola dan melaksanakan semua 

aspirasi masyarak dalam bidang pembangunan terutama pada 

bagian yang sering tidak di perhaatikan oleh pemerintah desa. 

Oleh karna itu swadaya masyarakat berperan penting dalam 

mewujudkan pembangunan desa yang lebih baik. Namun disini 

yang menjadi hambatan dalam pengelolaan dana desa 

dikarnakan adanya swadaya masyarakat yang kontra dengan 

pemerintah desa yang mengakitbatkan terhambatnya kegitan 

pembangunan tersebut.  

c. Pengawasan Masyarakat  

 Pengawasan masyarakat merupkan pengaruh penting dalam 

pengelolaan dana desa dikarnakan pengawasan masyarakat 

bertujuan untuk mengawasi dan memantau pembangunan desa 

dan pengelolaan dana desa yang diharapkan untuk mendorong 

adanya akuntabilitas pemertintah desa, sehingga akan 

memberikan dampak positif kepada kepala desa dan aparatur 

desa dalam menjalankan pemerintahan. Jadi pengawasan 

masyarak berpengaruh dalam pengelolaan dana desa. 31 

d. Partisipasi Masyarakat 

 Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan 

maupun pengembangan masyarkat pedesaan. Kemudian 

partisipasi masyarakat diperlukan untuk mewujudkan 

pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu 

 
30 Manatar, K., & Manaroingsong, J. (2021). Analisis Peneglolaan Dana Desa: 

Studi kasus di desa Peling Sawang Kecamatan siau barat Kabupaten Kepulauan Sitaro. 

Jurnal AKuntansi Manado(JAIM). 118-128 
31 Wibisono, N. (2017) Mengungkap Fenomena pengawasan public nterhadap 

dana desa di kabupaten madiun. Jurnal AKSI(akuntansi dan sistem Informasi), 2(2). Hal 

No 10  
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sendiri. Tanpa partisipasi masyarkat setiap pembangunan akan 

gagal. 32  

9. Tugas dan wewenang kepala desa 

Tugas kepala desa  

1) Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintah 

desa 

2) Melaksanakan pembangunan desa 

3) Pembinaan kemasyarakatan desa 

4) Dan pemberdayaan masyarakat 

a. Wewenang kepala desa 

1) Memimpin penyelengaraan pemerintah desa 

2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa 

3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset 

desa 

4) Menetapkan peraturan desa  

G. Metode Penelitian  

a. Jenis dan Fokus Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

jenis penelitian Kualitatif Deskriptif, dimana peneliti mendatangi 

lokasi penelitian yaitu berlokasi di desa Pagutan Kecamatan 

Batukliang Kabupaten Lombok, yang bertujuan untuk memperoleh 

data data atau informasi yang menghubungkan langsung dengan 

peneliti mengenai pengelolaan dana desa serta kendala-kendala 

yang ada di dalam pengelolaan  dana desa.33 

b. Fokus Penelitian 

Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana peran aparatur 

desa dan masyarakat desa dalam mengelola dana desa serta 

bagaimana mengatasi kendala-kendala dalam proses pengelolaan 

dana desa di desa Pagutan Kecamatan Batukliang Kabupaten 

Lombok Tengah.   

 
 

32 Tumbel, S. M. (2017). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di 

desa Tumaluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Politico: 

Jurnal ilmu Politik, 6(1), 161029.  
33 Tumbelaka, H. I. A., Elima, I., & Kalalo,. M.(2020). Analisis Pengelolaan 

Dana Desa studi kasus di kecamatan tatapaan Kabupaten Minahasa selatan. Indonesia 

Accounting journal,2(2), 74-86. 
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c. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Peneliatian  

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Pagutan 

Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah Nusa 

Tenggara Barat.  

2. Waktu Penelitian 

Waktu Penelitian ini dilakukan di Desa Pagutan 

Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah Pada Bulan 

Agustus sampai selesai pada tahun 2023. 

d. Subjek Penelitian 

Subjek Penelitian ini yaitu meliputi Semua Aparatur desa 

beserta Masyarakat di desa Pagutan Kecamatan Batukliang 

Kabupaten Lombok Tengah.  

e. Jenis Data dan Sumber Data 

Jenis-jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini 

adalah data sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang yang di peroleh dari peneliti 

secara langsung melalui sumber datanya. Data primer juga dapat 

diperoleh melalui tehnik data disebut sebagai data yang asli atau 

baru yang memiliki sifat (up to date).  Kemudian peneliti dapat 

menentukan data primer melalui pengumpulan data secara 

langsung dari sumber data tersebut.34 

Dalam penelitian ini data primer akan diperoleh dari hasil 

observasi, analisis dokumen, diskusi dan wawancara di 

lapangan. Kemudian data yang termasuk dalam penelitian ini 

adalah data mengenai bagaiman peran pemerintah desa beserta 

masyarakat desa  mengelolaan dana desa  secara maksimal di 

desa Pagutan Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok 

Tengah. 

 

 

 

 
34 Dr. Sandu Siyoto, SKM., M.kes & M. Ali sodik, M.A (2015). Dasar 

metodelogi Penelitian:hal  67-68.  
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2. Data Sekunder 

Data Sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh 

pihak lain. Dalam penelitian peneliti dapat menemukan data 

sekunder ini melalui sumber data dari sekunder. Kemudian 

peneliti hanya sekedar mencatat, mengakses, atau meninta data 

tersebut, hanya memanfaatkan data yang sudah ada untuk 

menjadi bahan penelitiannya. Sehubung dengan pelayanan 

data sekunder ini hal yang perlu di perhatikan oleh peneliti 

yaitu bagaimana peneliti mampu mencerna data yang 

diberikan oleh sumber data sehingga data tersebut mampu di 

perloleh kembali dengan cepat dan mudah pada saat di 

perlukan. 

f. Teknis Pengumpulan data 

Adapun teknis pengumpulan data dalam penelitian adalah:  

a. Observasi  

Observasi merupakan salah satu metode assessment 

yang memiliki tujuan yang terancang dan terlaksanakan 

dengan sistematis, sekaligus harus terukur. Observasi disini 

bukanlah sebuah kegaitan sekedar mengamati, karna disini 

obsevasi menjadi standar keterampilan yang dibutuhkan dalam 

ilmu psikologi maupun psikolog, dalam sebuah area kerjanya, 

di antaranya riset, seleksi kerja, serta konseling terapi.35 

Metode ini digunakan untuk mengamati penelitian 

yang dilakukan dalam rangka melihat secara langsung 

aktivitas yang dilakukan oleh narasumber di desa. Dengan 

demikian peneliti akan membuat catatan tentang apa yang 

peneliti cerna dalam penelitian berlangsung baik didalam desa 

ataupun di luar desa terkait dalam pengelolaan dana desa 

beserta bagaimana desa mengatasi kendala kendala yang ada 

pada pengelolaan dana desa di desa Pagutan Kecamatan 

Batukliang Kabupaten Lombok Tengah. 

 

 

 
35 Ni’Matuzahroh, S., & Prasetyaningrum, S. (2018) observasi:mTeori dan 

Aplikasi dalam Psikologi(vol.1).UMMPres. 
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b. Wawancara 

Wawancara merupakan metode yang pertama digukan 

dalam penelitian, wawancara juga dapat disebut sebagai hal 

yang di pergunakan pada saat penelitian maupun dalam dunia 

kerja pada semua bidang. 36 

Dalam Penelitian ini peneliti melakukan wawacara 

secara terbuka dan transparan agar peneliti dapat memahami 

tentang peran aparatur desa dalam pengeloaan dana desa serata 

cara mengatasi kendala dalam penegelolaan dana desa yang 

dilakukan oleh peneliti di desa Pagutan Kecamatan Batukliang 

Kabupaten Lombok Tengah.  

c. Dokumentasi  

Dokumentasi secara umum dapat diartikan dari 

pemakaian kata tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 

Misalnya dalam setiap kepanitiaan hampir selalu ada seksi 

dokumtasi37. Kemudian dokumentasi ini berbentuk dokumen, 

foto, terkait dalam pengelolaan dan pelaksanan Dana desa di 

desa Pagutan Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok 

Tengah. 

g. Teknik Analisis Data  

Adapun teknik analisis yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Reduksi  

Reduksi data adalah kegiatan proses yang berlangsung 

terus menerus selama penelitian itu berlangsung, bahkan 

sebelum data benar benar terkumpul sebagai mana terlihat dari 

kerangka konseptual penelitian. 

2. Penyajian Data  

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan 

informasi disusun sehingga memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk 

penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk 

catatan lapangan matriks, grafik, jaringan, dan bagan. 

 

 
36 Edi, F. R. S. (2016). Teori Wawancara Psikodignostik. Penerbit LeutikaPrio.  
37 Sudarsono, B. (2012). Dokumtasi, Informasi, Dan Demokritis. BACA: Jurnal 

Dokumntasi dan Informasi, 27.(1), 7-17.  
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3. Penarikan Kesimpulan  

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara 

terus menerus selama berada dilapangan. Dari permulaan 

pengumpulan data, peneliti Kualitatif mulai mencari arti 

benda-benda, mencatat keteraturan pola pola (dalam catatan 

teori).  38 

h. Triangulasi  

Triangulasi dapat diartikan sebagai pengecekan data 

dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai 

waktu. Triangulasi merupakan teknik pemerikasaan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data, untuk keperluan 

pengecekan dan membandingkan terhadap data tersebut39. 

Pengecekan data dapat dilakukan dengan triangulasi 

sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. 

1) Triangulasi Sumber 

Trianggulasi sumber dapat diartikan untuk menguji 

data dari berbagai sumber informan yang akan di ambil 

datanya. Triangulasi sumber yang dapat dipercaya datanya. 

jika dilaukan dengan cara mnegecek data yang diperoleh 

selama penelitian melalui beberapa sumber atau 

informan.40   

Dengan mengunaan tehnik yang sama peneliti dapat 

melakukan pengumpulan data terhadap beberapa sumber 

penelitian (informan). 41 

2) Triangulasi Teknik  

Untuk menguji kreadibilitas data yang dilakukan 

dengn cara mengecek data kepada sumber yang sama 

dengan teknik yang berbeda. Sebagi contoh, data yang 

 
38 Rijali, A. (2019). Analisis data Kualitatif. Alhadhrah:Jurnal Ilmu Dakwah, 

17(33), 81-95 
39 Burhan Bungi, Analsis data penelitian kualitatif pemahaman filosofis dan 

metodelogiskearah penguasaan model aplikasi, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003). Hal.205 
40 Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif, kualitataif dan R&D, alfabeta 

Bandung 2017 
41 Alfansyur, A., & Mariani, M.(2020). Seni mengelola data: penerapan 

triangulasi teknik, sumber dan waktu pada penelitian pendidikan sosial, historis : jurnal 

kajian, penelitian dan pengembangan pendidikan sejarah, 5(2), 146-150.  
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diperoleh melalui wawancara, lalu dicek dengan observasi, 

dokumentasi, atau kuesioner. Hal ini bertujuan agar data 

yang telah disajikan tidak diragukan kevalidannya.42 

3) Triangulasi Waktu 

Dilakukan dengan cara melaukan pengecekan 

dengan wawancara, obseravasi, atau teknik lainya dalam 

waktu yang berbeda. Perlunya dilaukan triangulasi waktu 

ini, di karekan waktu juga sering mempengaruhi kreabitias 

data. Misalnya data yang didapatkan melalui wawancara 

di pagi hari sudah memenuhi data yang dibutuhkan, akan 

tetapi saat melkukan wawancara pada sore hari, bisa saja 

mendapatkan data yang lebih menddalam dari data 

sebelumnya.  43 

Adapun tehnik keabsahan data yang penulis 

gunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengunaan 

metode triangulasi sumber. Dalam penelitian kualitatif 

penelliti menggunakan metode Wawancara, 

Dokomunentasi, Observasi.  Melalui teknik triangulasi 

sumber peneliti dapat membandingkan data hasil dari 

wawancara yang diperoleh dari setiap sumber atau 

informan, kemudian peneliti akan melakukan 

perbandingan untuk mencari dan menggali kebenaran 

informasi yang telah didapatkan.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
42 Sugiyono, Metodelogi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2013, hal. 

2773-274 
43 Bacthiar S. bachri, ‘’ meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada 

Penelitian Kialitatif’, Jurnal Teknolgi Pendidikan, Vol. 10, No. 1, April2010, hlm.56  
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H. Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan observasi 

lapangan. Dalam penelitian ini penulisanyan akan mengacu pada 

pedoman penulisan Skripsi UIN Mataram. Penulisan ini 

menngunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar menurut KBBI 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia).  

BAB I    : PENDAHULUAN  

Pada bab ini berisi alasan mengenai pengelolaan 

dana desa di desa pagutan kecamatan batukliang 

yang dimuat dala beberapa bagian yang terdiri dari 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, kajian teori metodelogi 

penelitian. Telaah pustaka dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II  : PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA 

PAGUTAN  

Pada bab ini berisi tentang gamabaran umum 

mengenai objek penelitian yang meleiputi profil 

dari desa Pagutan Kecamatan Batukliang serta 

segala sesuatu yang menyangkut perihal 

pengelolaan dana desa di desa Pagutan dan 

pemabahasan.  

BAB III  : KENDALA DALAM PENGELOLAAN DANA 

                        DESA DI DESA PAGUTAN  

Pada bab ini berisi bahasan mengenai apa saja 

kendalam dalam pengelolaan dana desa dan cara 

menagtasi kendala dalam pengelolaan dana desa.  

BAB IV  : PENUTUP  
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BAB II 

PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA PAGUTAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Gambaran Umum Desa Pagutan Kecamatan Batukliang 

a. Profil Desa Pagutan Kecamatan Batukliang 

Desa Pagutan adalah Sebuah Desa di utara Kabupaten 

Lombok Tengah. Pada awalnya Desa pagutan merupakan 

wilayah desa Barebali Kecamatan Batukliang Kabupaten 

Lombok Tengah yang saat itu dipimpin oleh H. Lalu Umar.  

Berawal dari keinginan Masyarakat yang ingin 

mendapatkan pelayanan pemerintah yang lebih dekat, lebih 

efektif dan lebih efisien, maka pada awal tahun 1969 

dibentuklah panitia pemekaran Desa dan pada waktu itu juga 

langsung mengajukan permohonan pemekaran Desa kepada 

Pemerintah Kabupaten dengan melewati berbagai proses 

pemekaran yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,  

mulai dari penentuan nama Desa, pembagian wilayah, 

pembagian kekayaan desa, dll. Akhirnya pada Tahun 1969 

Pagutan resmi menjadi Desa di Kabupaten Lombok Tengah. 

Desa pagutan pertama kali dipimpin oleh H.Lalu Abdul 

Kadir dimana desa pagutan kala itu terdiri dari 7 Dusun yaitu; 

Dusun Lembok, Dusun Pagutan, Dusun Pesinggrahan, Dusun 

Lendang Gocek, Dusun Sangkawati dan Dusun Tunjang. 

Pada perkembangannya setelah selesainya kepala Desa 

H. L. Abdul Kadir pada tahun 1969 kemudian diganti oleh 

kepala desa kedua bernama H. Jamal sampai dengan tahun 

1984 selanjutan sepeninggalan kepala desa kedua dilanjutkan 

lagi oleh Si’inyang menjabat menjadi kepala desa ketiga 

sampai tahun 2000 karena meninggal dunia,  kepala desa ke-

empat adalah Azharisampai tahun 2006 yang selanjutnya 

digantikan oleh Mahsun sampai dengan tahun 2012 dan kepala 

desa ke enam bernama Syamsul Rizal, SH. Sehingga 

berdasarkan sejarah tersebut diatas maka Desa pagutan sampai 

dengan tahun 2020 memasuki umur 49 tahun.  
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Diusianya yang terus berkembang saat ini desa pagutan 

telah menjadi 15 Dusun dengan jumlah penduduk 9.222 jiwa 

yang saat ini dipimpin oleh Kepala Desa bernama Subandi, 

S.H.44 

b. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Pagutan Kecamatan 

Batukliang. 

1. Letak Geografis. 

Secara geografis Desa Pagutan Kecamatan 

Batukliang Kabupaten Lombok Tengah dilihat dari 

beberapa aspek tinjauan meliputi:  

Iklim :  

a. Curah hujan  : M². 2.987 m²/tahun  

b. Jumlah bulan hujan  : 5 bulan  

c. Suhu rata-rata harian  : 32 C° 

d. Bentang Wilayah  : Datar dan berbukit sebagian 

kecil. 

Tipologi : 

1) Desa kepulauan     : tidak  

2) Desa pantai/pesisir    : tidak  

3) Desa sekitar hutan    : ya  

4) Desa terisolir      : tidak  

5) Desa perbatasan dengan Kabupaten lain : tidak 

6) Berada di ibukota kecamatan    : tidak  

Orbitasi :  

1) Jarak Ke Ibu Kota Kecamatan  : 7 km 

2) Lama tempuh ke Ibu Kota Kecamatan  : 15 

menit 

3) Kendaraan umum ke Ibu Kota Kecamatan

 :Angkutan pedesaan 

4) Jarak ke Ibu Kota kabupaten   : 15 

km 

5) Lama tempuh ke Ibu Kota Kabupaten  : 30 

menit 

 
44Wawancara, dengan kepala Desa Pagutan Keacamatan Batukliang, Bapak 

Subandi, S.H 
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6) Kendaraan umum ke Ibu Kota Kabupaten  : Bus  

Batas Desa 

1) Sebelah Utara     : Desa 

Beber 

2) Sebelah Timur     :Desa 

Barabali 

3) Sebelah Selatan    : Desa 

Mekar   Damai 

4) Sebelah Barat     : Desa 

Beber 

Luas Wilayah  

Luas wilayah Desa Pagutan adalah 6000 hektar 

(600.000 m2) terdiri dari berbagai jenis tanah yang 

meliputi: 

a) Tanah Sawah 

b) Tanah Kering 

c) Tanah Basah, dan  

d) Tanah Perkebunan 

2. Keadaan Sosial  

Dalam pelaksanaan pembangunan jumlah 

penduduk dapat sebagai penentuarah kebijakan kegiatan 

desa, mengingat bahwa aset desa ini memiliki peran ganda 

sebagai subyek maupun obyek kegiatan. 

Struktur Penduduk berdasarkan Kelompok Umur, 

Jenis Kelamin dan Penyebaran pada Wilayah pada tabel 

dibawah ini: 

Tabel 2.1 Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) 

1 Jumlah Jiwa  9.222 orang  

2 Jumlah Laki-Laki 4.546 orang 

3 Jumlah Perempuan  4.647 orang  

4 Jumlah Kepala Keluarga  2.989 orang 

Sumber: Buku Profil Desa Pagutan, Tahun 2022 

Dari data di atas hasil yang dapat di peroleh oleh 

penulis mengenai Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) di 

desa Pagutan yaitu untuk jumlah Jiwanya sebanyak 9.222 

orang, jumlah Laki-laki sebanyak 4.546 orang, jumlah 
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Perempuan sebanyak 4.647 orang dan untuk jumlah Kepala 

keluarga sebanyak 2.989 orang. 

a. Penyebaran Penduduk : 

Penyebaran penduduk Desa Pagutan tersebar 

pada wilayah masing-masing dusun sebagaimana 

tersebut pada tabel dibawah ini. 

Tabel 2.2 Penduduk Desa Pagutan 

No. Nama Dusun Jumlah 

Laki-Laki 

Jumlah 

Perempuan 

Juml.ah 

L + P 

Jumlah 

KK 

1 Pesinggahan 97 86 183 114 

2 Pagutan Utara 504 548 1052 338 

3 Pagutan Selatan 184 195 379 105 

4 Lembok Lauk 266 269 535 172 

5 Lembok Daye 148 149 297 98 

6 Lendang Buwuh 230 230 460 163 

7 Jejeneng 269 235 494 195 

8 Sangkawana 231 232 463 150 

9 Sangkawati 459 489 948 272 

10 Lendang Gocek 593 715 1308 327 

11 Gubuk Baru 182 170 352 115 

12 Genteng 464 427 891 327 

13 Tunjang Barat 351 383 734 246 

14 Tunjang Timur 294 284 578 186 

15 Tunjang Utara 274 274 548 181 

 JUMLAH 4546 4676 9222 2.989 

Sumber: Buku Profil Desa Pagutan, Tahun 2022 

Dari data di atas hasil yang dapat di peroleh oleh 

penulis mengenai Penyebaran Penduduk di Desa Pagutan 

yaitu ada 15 Dusun yang dimana jumlah laki-laki itu 

berjumlah 4546 jiwa sedangkan jumlah perempuan 

sebanyak 4676 jiwa yang dimana jumlah dari laki-laki dan 

perempuan sebanyak 9222 jiwa yang terdiri dari 2.989 

KK. Terlebih dahulu ada Dusun persinggahan yang 

memiliki jumlah KK sebanyak 114 yang terdiri dari 

jumlah laki-laki sebanyak 97 dan jumlah Perempuan 
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sebanyak 86 orang kemudian jumlah keseluruhan ataran 

laki laki dan perempuan sebanyak 183 orang. Di Dusun 

Pagutan Utara jumlah KK itu sebanyak 338 terdiri dari 

jumlah laki laki dan perempuan sebanyak 1052 dimana 

jumlah laki laki sebanyak 504 orang dan jumlah 

Perempuan itu sebanyak 548 orang. Di Dusun Pagutan 

Selatan jumlah KK sebanyak 105 terdiri dari jumlah laki 

laki dan perempuan itu sebanyak 379 orang yang terdiri 

dari jumlah laki laki sebanyak 184 orang dan jumlah 

perempuannya sebanyak 195 orang. Di Dusun Lembok 

Lauk jumlah KK itu sebanyak 172 yang terdiri dari jumlah 

laki dan perempuannya sebanyak 535 orang yang dimana 

jumlah laki-lakinya sebanyak 266 orang dan jumlah 

perempuan sebanyak 269 orang. Di Dusun Lembok daye 

jumlah Kknya itu sebanyak 98 yang terdiri dari jumlah laki 

laki dan perempuan sebanyak 297 Dimana jumlah laki 

lakinya sebnayak 148 orang dan jumlah perempuan 

sebanyak 149 orang. Di Dusun Lendang Buwuh jumlah 

KK itu sebanyak 163 terdiri dari jumlah laki laki dan 

perempuan sebanyak 460 orang Diaman jumlah laki-laki 

itu sebanyak 230 dan jumlah perempuan itu Sebanyak 230 

orang. Di Dusun Jejeneng jumlah KK itu sebanyak 195 

yang terdiri dari jumlah laki-laki dan perempuan sebanyak 

494 orang yang dimana jumlah laki-laki sebanyak 269 

orang dan jumlah perempuan sebanyak 235 orang. Di 

Dusun Sangkewana jumlah KK sebanyak 150 orang yang 

terdiri dari jumlah laki-laki dan perempuan sebanyak 463 

orang dimana jumlah laki-laki itu sebanyak 231 sedangkan 

jumlah perempuan sebanyak 232 orang. Di Dusun 

Sangkewati jumlah KK itu sebanyak 272 yang terdiri dari 

jumlah laki-laki dan perempuan sebanyak 948 orang 

dimana jumlah laki-laki sebanyak 459 sedangkan jumlah 

perempuannya sebanyak 459 orang. Di Dusun Lendang 

Gocek jumlah Kknya itu sebanyak 115 yang terdiri dari 

jumlah laki-laki dan perempuan sebanyak 1308 orang 

dimana jumlah laki-laki sebanyak 593 orang dan jumlah 
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perempuan sebanyak 715 orang. Di Dusun Gubuk Baru 

jumlah Kknya sebanyak 115 yang terdiri dari jumlah laki-

laki dan perempuan sebanyak 352 orang yang dimana 

jumlah laki-laki sebanyak 182 orang dan jumlah 

perempuan sebanyak 170 orang. Di Dusun Genteng jumlah 

KK itu sebanyak 327 yang terdiri dari jumlah laki-laki dan 

perempuan sebanyak 891 dimana jumlah laki-laki 

sebanyak 464 Dan jumlah perempuannya sebanyak 427 

orang. Di Dusun Tanjung barat jumlah KK itu sebanyak 

246 yang terdiri dari jumlah laki-laki dan perempuan 

sebanyak 754 orang dimana jumlah laki-laki sebanyak 351 

orang dan jumlah perempuan sebanyak 383 orang. Di 

Dusun Tanjung Timur jumlah KK itu sebanyak 186 dan 

yang terdiri dari jumlah laki-laki dan perempuan sebanyak 

578 orang dimana jumlah laki-lakinya sebanyak 294 dan 

jumlah perempuan sebanyak 284 orang. Di Dusun Tanjung 

Utara jumlah KK itu sebanyak 181 yang terdiri dari jumlah 

laki-laki dan perempuan sebanyak 584 orang dimana 

jumlah laki-laki sebanyak 274 orang dan jumlah 

perempuan sebanyak 274 orang. 

3. Keadaan Ekonomi 

1. Potensi Unggulan Desa 

a. Pertanian 

Komoditi sektor pertanian yang berupa 

Tanaman Padi dan palawija adalah  merupakan 

usaha produktif masyarakat dan memberikan 

sumber pendapatan pemiliknya dan masyarakat 

desa pada umumnya. Pemasaran hasil Pertanian  

tidaklah menjadi kesulitan mengingat bahwa 

kebutuhan pasarlokal menjanjikan disamping diluar 

desa. 

b. Perkebunan. 

Komoditisektor perkebunan yang berupa 

Tanaman Kelapa dan tanaman kayu adalah 

merupakan usaha produktif masyarakat, dan 

memberikan sumber pendapatan pemiliknya dan 
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masyarakat desa pada umumnya. Pemasaran hasil 

Perkebunan tidaklah menjadi kesulitan mengingat 

bahwa kebutuhan pasar lokal maupun diluar desa.45 

c. Industri Kecil/Rumahan 

Sektor industri yang di maksudkan adalah 

Industri Rumah tangga dengan  berbagai  jenis   

kegiatan yang dikelola oleh Ibu Rumah Tangga 

(IRT) dan/atau Kelompok dan usaha ini telah 

berkembang sejak dahulu dan membudaya 

dimasyarakat, hal ini didukung kebutuhan pasar 

cukup menjajikan, adapun jenis–jenis industri 

kecil/rumahan yang ada adalah sebagai berikut: 

1. Pembuatan gula merah 

2. Pertukangan 

3. Kerajinan tangan 

4. Pertumbuhan ekonomi 

Sesuai dengan kondisi desa yang merupakan     

daerah agro maka struktur ekonominya lebih dominan 

kepada Sektor Pertanian dan perkebunan, disamping 

sektor–sektor lainnya baik berupa jasa industri, 

perkebunan, peternakan, pertukangan dan lain-lainnya. 

Tingkat Pertumbuhan sektor lainya diluar sektor unggulan 

/dominan, sangat memungkinkan berkembang apabila 

adanya pemerhatian yang lebih dari pemerintah dengan 

membuka jalur pemasaran serta pembinaan dan bantuan 

permodalan.46 

a. Mata Pencaharian 

Mata pencaharian penduduk Desa Pagutan 

Kecamatan Batukliang terdiri dari: 

1) Petani 

2) Buruh Tani 

3) Pedagan  

4) PNS 

 
45 Propil Desa pagutan. Tahun 2022  
46 Profil Desa Pagutan. Tahun 2022 
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5) TNI/Polri 

6) Karyawan Swasta 

7) Wirausaha lainnya 

b. Sarana Pendidikan 

Sarana pendidikan umum yang terdapat di 

Desa Pagutan Kecamatan Batukliang meliputi tabel di 

bawah ini: 

Tabel 2.3 Sarana Pendidikan di Desa Pagutan 

1 Taman Kana-Kanak 10 buah kanak/ PAUD 

2 Sekolah Dasar (SD) 8 buah 

3 SLTP/MTs 3 buah  

4 SLTA/SMK/MA 2 buah 

Sumber: Buku Profil Desa Pagutan, Tahun 2022 

Dari data di atas hasil yang dapat di peroleh 

penulis perihal Sarana Pendidikan di desa Pagutan 

memiliki 10 buah taman kanak-kanak/ Paud dan 

memiliki 8 buah Sekolah Dasar (SD) kemudian desa 

Pagutan memiliki 3 buah SLTP/ MTs dan terakhir desa 

Pagutan memiliki 2 buah SLTA/MA.47 

c. Sarana Kesehatan 

Sarana kesehatan yang ada di Desa Pagutan 

meliputi tabel di bawah ini : 

 

Tabel 2.4 Sarana Kesehatan di desa Pagutan 

1 Puskesmas 0 

2 Puskesmas Pembantu 1 buah 

3 Polindes  1 buah 

4 Posyandu 15 buah 

5 Pos KB Desa 1 buah 

6 Bidan 1 buah 

7 Dukun Bayi terlatih 2 orang 

Sumber: Buku Profil Desa Pagutan. Tahun 2022 

 
47 Profil Desa Pagutan. Tahun 2022 
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Dari data di atas hasil yang dapat di peroleh 

oleh penulis perihal Sarana Kesehatan di desa Pagutan 

yaitu terlebih dahulu desa Pagutan tidak memiliki 

Puskemas tetapi desa Pagutan memiliki 1 buah 

Puskesmas Pembantu dan di desa Pagutan memiliki 1 

buah Polindes, 15 buah Posyandu, 1 buah Pos KB 

Desa, 1 buah Bidan  dan terakhir di desa Pagutan 

memiliki 2 buah Dukun Bayi terlatih. 48 

d. Sarana dan Prasarana Ekonomi 

Sarana dan prasarana ekonomi yang ada di desa 

Pagutan meliputi tabel di bawah ini: 

Tabel 2.5 Sarana dan prasarana ekonomi di desa 

Pagutan 

1 Bank  0 

2 Koperasi Unit Usaha 1 buah 

3 Pasar 0 

4 BUMDES 1 buah 

5 Industri Rumah Tangga  2  buah 

6 Perusahaan Kecil 2 buah 

Sumber: Buku Profil Desa Pagutan, Tahun 2022 

Dari data di atas hasil yang dapat di peroleh 

oleh penulis mengenai Saran dan prasarana ekonomi di 

desa Pagutan terlebih dahulu yaitu desa Pagutan tidak 

memiliki Bank dan pasar tetapi desa Pagutan memiliki 

1 buah Koprasi unit usaha, 1 buah BUMDES, 2 buah 

Industri rumah tangga dan terakhir memiliki 2 buah 

perusahaan kecil.49 

 

 

 

 

 
48 Profil Desa Pagutan. Tahun 2022 
49 Profil Desa Pagutan. Tahun 2022 
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c. Visi dan Misi Desa Pagutan Kecamatan Batukliang  

Visi  

“Menjadikan Desa Pagutam yang Religius, Mandiri dan 

Ramah” 

Misi 

1. Meningkatkan kegiatan-kegiatan keamanan 

Memasyarakatkan     Majlis Ta’lim, Guru Ngaji, Marbot 

danRemaja Masjid 

2. Mempersiapkan masa depan Anak-Anak Desa Dengan 

Menjadikan Ibu-Ibu Mandiri, Aktif Dan Produktif. 

3. Mengangkt Sumber Daya Manusia ( SDM ) Melalui 

Program Keahlian, Pelatihan, Dan Kewirausahaan. 

4. Meningkatkan Sektor Kewirausahaan Dan Kemandirian 

Masyarakat Dengan Bantuan Pinjaman Modal Melalui 

Koprai Desa Tanpa Bunga ( Korasi Syariah ) 

5. Bumdes Sebagai Akses Pasar Keluar Untuk Pengusaha 

Desa Petani Dan UMKM Kreatif Desa. 

6. Mengangkat Otensi Desa Sebagai Destinasi Wisata 

Kemasyarakatan. 

7. Menciptakan Pemerintah Desa Transparansi Data, Dana 

Dan Melayani Masyarakat D engan Cara 5 S (Salam, 

Senyum, Sapa, Sopan, dan Santun) 

8. Akses Infrastruktur Yang Memadai Dan Berkualitas 

Sampai Setiap Dusun. 

d. Struktur Pemerintah Desa Pagutan Kecamatan Batukliang 

Desa pagutan yang merupakan salah satu desa yang berada 

di Kecamatan Batukliang tentunya mempunyai struktur 

organisasi pemerintahan dan terlihat pada bagan di bawah ini: 
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Gambar 2.1 Struktur Organisasi Desa Pagutan 

Sumber: Buku Profil Desa Pagutan, Tahun 2022 

 

B. Pengelolan dana desa di desa Pagutan 

Pelaksanaan kegiatan  yang didanai oleh Dana Desa 

sepenuhnya akan di laksanakan oleh pemerintah desa. Di desa Pagutan 

Kecamatan Batukliang dalam penerapan pelaksanaan dana desa  

pemerinah desa menerapkan keterbukanya kepada  masyarakat sesuai 

dengan tahapan tapahan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan dan pertanggungjawaban. keterbukaan dalam informasi ini 

merupakan prinsip dari transparansi terkait pengelolaan dana desa. Hal 

ini dapat dibuktikan dengan kehadiranya masyarakat dalam forum 

masyarkat desa, selain itu pemerintah desa Pagutan juga akan tetap 

menerima saran dan masukan dari masyarakat mengenai segala 

kemajuan pembangunan desa.  

Dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak  M.zarwadi MZ. 

S.Pd selaku Sekdes desa Pagutan pada tanggal 20 Februari 2023 

sebagai berikut:   

“ Tahapan pengelolaan dana. desa di tahun 2022 terutama 

dalam pembangunannya itu  dimulai dengan perencanaan 
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dimana dalam perencanaan itu terlebih dahulu kita akan 

gelarkan Musdes kemudian kita hadiri perwakilan dari tokoh 

masing-masing dusun yang terdiri dari tokoh agama, tokoh 

masyarkat, tokoh pemuda, dan tokoh wanita, setelah hasil dari 

Musdes itu baru akan muncul RKPDes dan tahapan selanjutkan 

baru kita akan menyusun APBDes atau penganggaranya dan 

selesai di anggrakkan baru kita laksanakan setelah itu akan 

masuk ketahapan pelaporan dan pertanggungjawaban” 

   

untuk mengetahui perencanaan di desa pagutan penulis 

mewawancarai  Bapak Sukriadi  selaku Kaur Perencanaan desa 

Pagutan dalam tahapan pengelolaan dana desa di desa Pagutan itu  

sudah sesuai dengan tahapan tahapan pengelolaannya terutama 

mengenai pembangunan dimana pembangunan dalam bidang 

Pendidikan, Bidang Kesehatan,Bidang pekerjaan Umum dan Penata 

Ruangan, Bidang Kawasan Pemukiman, Bidang Perhubungan 

Komunikasi dan Informatika, Bidang Pariwisata yang  dianggarkan 

sesuai dengan peraturan Pemerintah.  

Didalam perencanaan pengelolaan dana desa ada beberapa 

lembaga dan tokoh tokoh yang akan ikut serta dalam perencanaan dari 

pengelolaan dana desa dikarnakan lembaga dan tokoh tokoh lainya 

harus dilibatkan dalam Musdes untuk menuju kesuksesan pelaksanaan 

perencananan perihal pembangunan. 

Dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak  M.zarwadi MZ. S.Pd 

selaku Sekdes desa Pagutan pada tanggal 20 Februari 2023 sebagai 

berikut: 

“ Dalam lembaga desa yang terdiri dari BPD, LPMD dan tokoh 

tokoh lainya itu dalam Musdes dan Musrengbangdes, iya pasti 

kita libatkan dalam tahapan perencanaan karna BPDlah yang 

akan memimpin selama proses  dari kegiatan musdes itu dan 

disertai dengan LPMD beserta tokoh tokoh lainya”. 

 

Untuk mencari keabsahan datanya peneliti juga mewawancarai 

bapak 

Ahmad Saprun Hadi Selaku BPD pada tanggal 22 Februari 2023 

sebagai berikut: 
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“memamg harus kita dilibatkan dikarnakan kita 

bertanggungjawab dalam kelompok-kelompok 

masyarakat dalam melakukaan pemetaan kebutuhan  

dengan cara partisipatif dengan kebutuhan itulah 

yang menjadi bahan dalam menetapkan prioritas 

belanja desa. selain itu juga kami beserta 

masyarakat akan melakukan penilaian terhadap 

hasil pembangunan yang direkomendasi 

berdasarkan kegiatan tahunan yang akan kami 

jadikan pembahasan dalam Musyawarah Desa”  

 

Dari pernyataan di atas dapat kita ketahui bahwa  BPD 

berperan sangat  penting dalam Musdes yang dilibatkan oleh semua 

lembaga lembaga pemerintah desa untuk melaksakan pengelolaan 

dana desa . 

Pengelolaan dana desa di desa Pagutan  yang dikelola oleh 

Bapak Subandi S.H selaku Kepala Desa yang bertugas sebagai 

penyelenggaraan dalam pengelolaan dana desa yang dikelola oleh 

masing masing unit pengelolaan yaitu Sekdes kaur perencanaan dan 

Kaur Keuangan,BPD, LMPD. yang dimana kepala desalah yang 

berwewenang dalam pengelolaan dana desa yang sesuai dengan aturan 

dan dasar dasar pengelolaan dana desa dimana juga kepala desa di 

bantu oleh semua lembaga desa dalam segala pembangunan yang 

sesuai dengan tahapan tahapan pengelolaanya.  

Agar proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah 

desa pagutan dapat berjalan dengan semaksimal mungkin diperlukan 

adanya tahapan tahapan yang dimana tahapan perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporandan pertangungjawaban dan 

hasil temuan penelitian sebagai berikut: 

a). Perencanaan 

Dalam tahapan perencanaan pengelolaan dana desa yang 

disebut dengan perencanaan dimana perencanaan penerimaan dan 

pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran yang 

dianggarkan dalam APBDes dimana penjelasan tersebut adalah 

tahapan pertama dari proses pengelolaan dana desa. 
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Perencanaan pengelolaan dana desa, penulis melaukan 

wawancara dengan bapak Sekdes desa Pagutan pada tanggal 20 

februari 2023 sebagai berikut: 

“Proses perencanaan yang kami laksanakan itu terutama 

kami mengelar Musdus yang akan di ambil alih oleh 

masing masing kadus mengenai pendapat mereka atau 

usulan usulan yang terkait dengan pembangunan yang akan 

kita lasanakan kemudian baru kami munculkan RKPDes 

setelah itu APBDes dan terakhir kami akan anggarkan”  

 

Untuk mencari keabsahan data peneliti juga mewawancarai 

Bapak Sukriadi selaku Kaur Perencanaan pada tanggal 3 Maret 

2023 menjelaskan sebagi berikut: 

“Sebelum pelaksanaan pembangunan dan penganggaran itu 

terjadi kita selaku pemerintah desa itu harus mengadakan 

yang namanya Musdus yang dimana Musdus yang 

membahas tetang pembangun yang akan di selenggarakan 

dan inilah yang menjadi acuan terbentuknya RKPDes dan 

APBDes”  

 

Menurut pernyataan diatas dapat diketahui bahwa dalam 

proses perencanaan pengelolaan dana desa sudah direncanakan 

terlebih dahulu dan perencanaan dibuat sebelum dilaksanakan 

dengan adanya perencanaan itu akan mempermudah pemerintah 

desa dalam kegiatan tersebut.  

Dalam sistem perencanaan pengelolaan dana desa di desa 

Pagutan. Bapak Sukriadi pada tanggal 3 Maret 2023 sebagai 

berikut: 

“Mekanisme perencanaan yang kami gunakan itu dengan 

sistem SISKUDES (sistem pengelolaan keuangan desa) 

dimana sistem ini kami tinggal gunakan dengan baik yang 

dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan dan pertanggungjawaban dikarnakan semuanya 

sudah ada di dalam sistem tersebut dan terkait penyususnan 

RKPDes, APBDes, SPJ itu sudah ada di sistem dan itu 

online” 
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b). Pelaksanaan 

Dalam Pelaksanaan pengelolaan dana desa dimana 

penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui 

rekening Kas desa pada Bank yang ditunjuk Bupati/Walikota yang 

dimana pelaksanaanya telah di rencanakan pada penyusunan 

RKPDes dan di anggarkan dalam APBDes. 

Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan dana desa di 

desa Pagutan penulis melakukan wawancara dengan bapak M. 

Zarwadi Mz, S.Pd. Pada tanggal 20 februari 2023 sebagai berikut : 

“ Dalam pelaksanaan dana desa kami melaksanakanya 

dengan transfaran dan akuntabilitas yang akan kami 

libatkan semua lembaga lembaga yang ada di desa pagutan’  

 

Untuk mencari keabsahan datanya peneliti juga 

mewawancarai Bapak Subandi S.H selaku kepala desa pada 

tanggal 23 februairi 2023 sebagai berikut:  

“ kami melaksanakan pengelolaan dana desa berdasarkan 

tugas dan harus sesuai dengan aturan diamana kami 

melaksanakanya dengan setrasfaran mungkin sehingga 

masyarakat tetep dapat mengetahui pelaksanaan dana 

desa.” 

 

Untuk mengetahui pelaksanaannya penulis melakukan 

wawancara kepada Bapak Zulhanik salah satu warga desa Pagutan 

tanggal 23 Februari 2023 sebagai berikut: 

“dalam Pelaksanaanya pemerinatah desa sudah menerapkan 

keterbukaanya seperti yang saya lihat pemerintah desa 

pagutan itu membuat banner setiap anggaran yang masuk 

maupun keluar” 

 

Observasi pada tanggal 20 Februari 2023. Hasil observasi 

yang penulis amati dalam pelaksanaan pengelolaan di desa Pagutan 

rjalan dengan maksimal dikarnakan pemerintah desa dalam 

pelaksanaanya menggunakan sistem keterbukanya kepada 

masyakat yang sesuai peraturan pemerintah.  
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c). Penatausahaan 

Dalam penatausahaan pengelolaan dana desa di mana 

aktivitas setiap pencataan penerimaan dan pengeluaran dalam satu 

tahun anggaran. Pencataan yang dilaukan dalam buku kas umum 

yang berfungsi untuk mencatat semua transaksi baik penerimaan 

maupun pengeluaran yang berkaitan dengan kas. 

Untuk mengetahui penatausahaan pengelolaan dana desa di 

desa Pagutan penulis melakukan wawancara dengan Bapak 

Subandi, S.H. selaku Kepala desa Pagutan pada tanggal 20 

Februari sebagai berikut:  

“Dalam penatausahaan kami melaksanakanyan hanya 

dengan memasukan data yang ada pada APBDes dengan itu 

akan langsung jadi karena kami menggunakan aplikasi 

yang sudah di tentukan di pusat dan kami juga memiliki kas 

umum, buku bank, dan buku pajak untuk pegangan data 

kami di desa”.   

 

Untuk mengetahui informasi yang lebih akurat penulis 

melakukan wawancara dengan Baiq Nurul Hayati selaku 

bendahara pada tanggal 22 Februari 2023 sebagai berikut: 

“Dengan aplikasi yang kami dapatkan dari pusat mengenai 

pencataan dalam buku kas umum kami hanya memberikan 

data perihal APBDes dan akan otomatis tertera di dalam 

pencataan buku kas umum.  

 

Menurut pernyataan di atas pemerintah desa pagutan dalam 

pencataan buku kas umum hanya menggunakan aplikasi sehingga 

dapat melaksanakanya dengan mudah dan cepat. 

d). Pelaporan 

Dalam pelaporan pengelolaan dana desa dimana laporan 

pelaksanaan dari pemerintah desa yang mengenai APBDes 

Semester I, dan laporan yang akan di pertanggungjawabkan ialah 

laporan hasil realisasi dari APBDes itu. 

Untuk mengetahui laporan yang di laksanakan di desa 

Pagutan penulis mewawancarai Bapak M.Zarwadi MZ. S.Pd. 
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selaku sekdes Pagutan pada tanggal 20 Februari 2023 sebagai 

berikut:  

“Pelaporan yang kami gunakan disini  ada namanya laporan 

realisasi APBDes yang terkait dengan pendapatan asli desa, 

ada juga namanya laporan realisasi Anggaran desa, laporan 

realisasi anggran desa perkegiatan, laporan realisasi 

anggran bulanan, laporan realisasi triwulan, laporan 

realisasi semesteran, laporan realisasi APBDes semestersn, 

laporan kekayaan milik desa, laporan realisasi APBDes per 

sumberdana  a1, laporan realisasi APBDes per sumberdana 

1b, laporan realisasi penggunaan dana desa, laporan 

realisasi penyerapan dana desa (PMK) dan yang terakhir itu 

ada lapaoran realisasi pelaksanaan BTT “. 

 

 

Untuk mencari informasi lebih lanjut penulis juga 

mewawancarai Bapak Subandi, S.H selaku kepala desa Pagutan 

pada tanggal 23 Februari 2023 sebagai berikut: 

“Jenis pelaporan yang harus kami tunjukkan itu ada laporan 

realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa yang di 

mana pendapatan bulanan BLUD yang berisi informasi 

terkait target dan capaian pendapatan setiap bulanya 

selanjutnya ada juga laporan realisasi kegitan dimana kami 

libatkan disini dokumen pelaporan yang didalamnya ada 

informasi tentang realisasi pendapatan dan anggaran 

mauapaun realisasi pendapatan lainya” 

 

Dari pernyataan di atas pemerintah wajib melaporakan 

realisasi pendapatan dan belanja yang dimana pemerintah desa 

melaporkan segala informasi terkait target yang mera rencanakan 

dalam pencapaianya da nada juga laporan kegitan yang dimana 

pemerintah desa menerapkan dokumen pelaporan yang berisis 

tentang pendapatan dana anggran yang akan di realisasikan. 

“Jenis pelaporan BPD dan LPMD yang kita lakukan itu ada 

dua jenis yang mana ada namnya LPPDes (laporan 

pertanggungjawaban pemerintah desa dan ada juga LKPJ 
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(Laporan Keterangan Pertanggungjawaban pemerintah 

desa). dan ini batesnya per 31 maret setiap tahunya50” 

 

Dari pernyataan di atas lemabaga desa Pagutan seperti BPD 

dan LPMD desa pagutan wajib membuat laporan kepada Kepala 

Desa   terkait dengan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah 

(LPPD), dan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ).  

“Dalam tahapan pelaporanya iya kami selalu menyesuaikan 

dengan dasar dasar perihal pelaporan yang ada pada PMK 

NO 128 Tahun 2022 tentang pengelolaan dana desa “51 

 

Untuk mencari keabsahan datanya peniliti juga 

mewawancarai Baiq Nurul hayati selaku bendahara pada tanggal 

22 Februari 2023 

“Iya memang harus sesuai karna kita selalu mengacu 

kepada aturan aturan yang ada dalam pengelolan dana desa 

sehingga pada pengelolanya selalu teratur dengan pedoman 

yang melandasinya”  

 

Dari pernyataan diatas bahwa pemerintah desa pagutan 

akan selalu mengikuti aturan aturan ynang sudah ditentukan atau 

dasar dasar hukum yang menjadi landasanya sehingga pemerintah 

desa pagutan lebih mudah dalam melasanakan pengelolaan dana 

desa. 

e). Pertanggungjawaban 

Dalam tahap pertanggungjawaban pengelolaan dana desa 

dimana kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal 

yang aan berhubungan dengan hasil pekerjaan yang  telak 

dilaksanakan dalam masa satu tahun priode tertentu dan sebagai 

bentuk dari pelaksanaan tanggungjawab atas tugas dan wewenang 

pemerintah desa. 

Untuk mengetahui pertanggungjawaban yang di laksanakan 

oleh pemerintah desa pagutan penulis melakukan wawancara 

 
50 Ahmad Saprun Hadi (BPD  Pagutan) wawancara 23 Februari 2023 
51 M. Zarwadi Mz, S.Pd.(sekdes desa Pagutan). Wawancara senin 20 Februari 2023 
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dengan Baiq Nurhayati selaku Bendahara desa Pagutan pada 

tanggal  22 Februari 2023 sebagai berikut: 

“Pertanggungjawaban yang kami laksanakan kepada BPD 

itu melaluai proses musyawarah desa tentang realisasi 

anggran dan penyaampaian dokumen laporan 

pertanggungjawaban pemerintah desa (LPPD) dan itu kami 

lakukan paling telat 31 maret tahun berjalan, setelah itu 

kami menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDes kepada Bupati melalui Camat setiap 

akhir tahun anggaran dimana laporan ini disampaikan 

paling lambat 3 bulan setelah akhir anggaran.”  

 

Untuk mencari inrformasi lebih lanjut penulis melaukan 

wawancara dengan Bapak Subandi, S.H selaku kepala desa  

Pagutan pada tanggal 23 Februari 2023 sebagai berikut: 

“Mengenai pertanggungjawaban yang kami lakukan itu 

kami adakan musyawarah dulu yang akan kami libatkan itu 

ada BPD yang dimana kami laporkan menegnai 

pertanggungjawaban kami pada akhirbulan maret dengan 

tahun berjalan dan kami akan sertai dengan baliho atau 

Koran”. 

 

Dari pernyataan di atas pemerintah desa pagutan pagutan 

dalam pertanggungjawabnya sudah sesuai prosedur dimana mera 

buktikan denga mengadakan musyawarah kepada BPD yang akan 

nelaporkan mengenai realisasi anggaran.  

“Aspek yang diaudit dalam pelaporan keuangan itu oleh 

Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dimana akan 

dilaksanakan dalam pertahun anggran dan terakhir di audit 

tahun 2021 “52 

 

Berdasarkan wawancara di desa Pagutan rata rata dapat 

dibuktikan secara fisik. Evaluasi pelaksanaan rencana anggran 

 
52 M. Zarwadi Mz, S.Pd.(sekdes desa Pagutan). Wawancara senin 20 

Februari 2023 
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dana desa juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif 

dalam memberikan sarana atas pelaksanaan pengelolaan dana desa 

prinsip pun terjadi akan terwujud dengan pelaksanaan anggaran 

dana desa yang melibatkan masyarakat. Forum evaluasi rencana 

yang sudah dilaksanakan juga menerapkan prinsip tansfaran dalam 

pertanggungjawaban anggaran dana desa. pelaksanaan prinsip 

transparan tersebut di desa pagutan penulis telah mewawancarai 

M. Rifki Fahlevi selaku warga desa Pagutan pada tanggal 4 Maret 

2023 sebagai berikut: 

“Tingkat kepercayaan kami itu bisa dibilang 99% lebih lah, 

karna aparat pemerintah desa menggunakan sistem 

transparan yang sudah di tetapkan oleh undang-undang”  

 

Untuk menguji informasinya lebih lanjut peneliti juga 

mewawancarai Ahmad Hasanul Basri selaku warga di desa 

Pagutan sebagai berikut: 

“Iya memang pemerintah desa pagutan dalam 

pelaksanaanya sudah sesuai peraturan perihal keterbukanya 

kepada kami dengan mebuat benner di setiap penganggran 

dan pelaksanaannya”  

 

Dari pernyataan di atas aparat pemerintah desa pagutan 

dalam keterbukaanya kepada masyarakt sudah terbilang 100% di 

terapkan dan dibuktikanya dengan mebuat baliho di setiap 

penganggaran. 

 

C. Pembahasan 

Kegiatan proses pengelolaan dana desa di desa Pagutan dapat di 

jelaskan berdasarkan hasil paparan dana temuan peneliti sebagaimana 

yang di lampirkan pada Lampiran 3 Data APBDes Pagutan Tahun 2022, 

kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang digunakan pada penelitian 

yang berbentuk uraian yang bersifat naratif. 

1. Proses pengelolaan dana desa di desa Pagutan  

Dalam pelaksanaan kegiatan yang di danai oleh Dana Desa 

sepenuhnya akan di laksanakan oleh pemerintah desa. Di desa Pagutan 

Kecamatan Batukliang dalam proses penerapan pengelolaan dana desa 
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perihal pelaksanaan dana desa, pemerintahnya menerapkan 

keterbukanya dalam pengelolaan       dana desa kepada masyarakat 

yang sesuai dengan aturan atau tahapan pengelolaan dana desa yang 

dimana dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dengan keterbukaanya 

memberikan informasi pemerintah desa Pagutan telah menerapkan 

prinsip dari tarsparansi perihal pengelolaan dana desa dengan begitu 

pemerintah desa Pagutan dapat membuktinya melalui kehadirannya 

masyarakat dalam setiap forum masyarakat di desa Pagutan, dengan 

begitu pemerintah desa Pagutan bisa lebih mudah menerima saran 

beserta masukan-masukan dari masykat terkait pembangunan di desa 

Pagutan.  

 Proses pengelolaan dana desa di desa Pagutan melalui 

beberapa tahapan sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Maharini 

dan Utomo, yaitu mengenai tahapan perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang akan 

dijelaskan melalui uraian dan paparan sebagai berikut ini:53 

a. Perencanaan  

Perencanaan ialah salah satu rangkaian kegiatan yang akan 

dilakukan dalam pengelolaan dana desa. Seperti yang dijelaskan 

oleh Sekdes Pagutan pada bab ll bahwa proses pengelolaan dana 

desa sebagaimana pemerintah desa terlebih dahulu mengelarkan 

Musdus yang akan dipimpin oleh masing-masing Kadus. 

 
53 Maharini, B.P., & Utomo, R. B.(2019). 
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Gambar 2.2 Kegiatan Musdes Desa Pagutan 

Sumber: Dolumentasi Desa, Tahun 2022 

 

 Perihal apa saja yang akan di usulkan tentang 

pembangunan desa oleh masyarakat di desa Pagutan melalui 

kadus-kadus, kemudian pemerintah desa mengeluarkan RKPDes. 

Terakhir pemerintah desa akan menyebarkan APBDes setelah 

RKPDes, sehingga pemerintah desa baru bisa mengangarkan 

dananya dan siap untuk dilaksanakan. Menurut Maharini dan 

Utomo, perencanaan pengelolaan dana desa sama dengan 

perencanaan pengelolaan pendapatan desa lainnya. Hal ini 

tertuang dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 

Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.  

Kaur Perencanaan mengatakan dalam wawancara yang 

telah dilakukan perihal pengelolaan dana desa di desa pagutan 

bahwa, memang dalam perencanaan pengelolaan dana desa 

sebelum dilaksanakan pembangunan beserta penganggarannya 

pemerintah desa di wajibkan untuk mengelar Musdus terlebih 

dahulu, dikarenakan di dalam Musdus tersebut akan membahas 

perihal apa saja yang akan menjadi acuan terbentuknya RKPDes 
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dan APBDes tersebut seperti yang ditampilkan pada Tabel 2.6 dan 

Tabel 2.7 berikut 

 

 

Tabel 2.6 Data RKPDes Desa Pagutan Tahun 2022 

 
 

Tabel 2.7 Data APBDes Desa Pagutan tahun 2022 

No

Menduku

ng SDGs 

Desa ke- Lokasi

Volume 

& Satuan

Waktu 

Pelaksan

aan

Pola 

Pelaksan

aan 

(swakelol

a/ 

1

Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa

(Lumbung Desa dll)

8 Desa 

Pagutan
1 paket

juni-

Oktober
100,000,000 DDS Swakelola

2

Pemberdayaan Perempuan Melalui PKK 5 Desa 

Pagutan
1 paket

juni-

Oktober
10,000,000 DDS Swakelola

3

Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa 8 Desa 

Pagutan
1 paket

juni-

Oktober
30,000,000 DDS Swakelola

4

Pembangunan/Rehabilit asi/Peningkatan Saluran 

Irigasi

Tersier/Sederhana

9 Desa 

Pagutan
1 paket

juni-

Oktober
60,000,000 DDS Swakelola

5

Peningkatan Kapasitas BPD 4 Desa 

Pagutan
1 paket

juni-

Oktober
30,000,000 DDS Swakelola

6

Peningkatan Kapasitas Kepala Desa 4 Desa 

Pagutan 1 paket
juni-

Oktober
15,000,000 DDS Swakelola

7

Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 4 Desa 

Pagutan 1 paket
juni-

Oktober
45,000,000 DDS Swakelola

8

Pembentukan/Fasilitasi

/Pelatihan/Pendamping an kelompok usaha 

ekonomi produktif

8
Desa 

Pagutan
1 paket

juni-

Oktober
45,000,000 DDS Swakelola

9 Study Banding/Pelatihan 4
Desa 

Pagutan
1 paket

juni-

Oktober
50,000,000 DDS Swakelola

10

Penyelenggaraan Desa Layak Anak 16 Desa 

Pagutan
1 paket

juni-

Oktober
25,000,000 DDS Swakelola

410,000,000

Biaya (Rp.) dan Sumber 

Pembiayaan

Perangkat Desa

Pimpinan dan 

Anggota BPD

Petani

Petani

Kepala Desa

JUMLAH

Industri Rumah 

Tangga

Kelompok Usaha 

Ekonomi Produktif

Jenis Kegiatan

Penerima Manfaat

Kepala Desa, 

Perangkat Desa, 

Pimpinan dan 

Anggota

BPD

Pemerhati dan 

Penggiat 

Perlindungan

Anak

Pengurus TPP. PKK

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

RKP DESA TAHUN 2022

DESA : PAGUTAN

Bidang 

Pemberdayaan 

Masyarakat

4

Bidang

KECAMATAN : BATUKLIANG

KABUPATEN : LOMBOK TENGAH

PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT
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Dapat di simpulkan bahwa kejadian dilapangan perihal 

perencanan pengelolaan dana desa di desa Pagutan berdasarkan 

hasil wawancara telah sesaui dengan teori dan Peraturan Menteri 

dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. 

2. Pelaksanaan 

Pelaksanan kegiatan pengelolaan dana desa menurut 

Mamelo et.al yakni proses anggaran desanya sudah ditetapkan 

sebelum timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa54. 

Pemerintah desa Pagutan dalam pelaksanaannya mengelola dana 

desa berdasarkan tugas yang sesuai dengan aturan -aturan yang 

dimana pemerintah desa pagutan melaksanakan seluruh 

kegiatannya dengan setransparan mungkin dan akan melibatkan 

semua lembaga-lembaga yang ada di desa.  

Pemerintah desa Pagutan juga melampirkan bukti melalui 

Baliho dalam setiap penganggaran yang meraka buat di depan 

kantor desa Pagutan seperti pada Gambar 2.3, sehingga seluruh 

lapisan masyarakat desa dapat mengetahui pelaksanaan seluruh 

kegiatan beserta penggunaan anggaran desanya. Hal ini sejalan 

dengan pernyataan Mamelo et.al terkait dengan hal penting yang 

dilihat dari pelaksanaan pengelolaan dana desa yakni dimana 

seluruh pelaksanaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk 

melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumentasi antara 

lain rencana anggaran biaya.  

 
54  Mamelo, G. Y. R.,  Kalangi, L..,  & Lambey, L. (2026) 
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Gambar 2.3 Baliho Penganggaran Desa Pagutan Tahun 2022 

Sumber: Dokumentasi pribadi  

 

Ketransparanan dan akuntabilitas merupakan prinsip yang 

diterapkan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa 

Pagutan dan dengan melibatkan semua lembaga – lembaga yang 

ada.  Hal ini merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja dari 

pemerintah desa kepada masyarakat dalam menjalankan tugas 

yang telah diamanahkan demi mencapai tujuan pembangunan 

desa.  

Dapat disimpulkan bahwa mengenai kejadian di lapangan 

telah sesuai dengan teori dari Mamelo et.al, terkait hal penting 

yang dilihat dari pelaksanan pengelolaan dana desa yakni dimana 

seluruh pelaksanan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk 

pelaksanaan kegaitan harus dengan dokumentasi anatara lain 

perencanaan anggaran biaya. Begitu juga dengan pemerintah desa 
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Pagutan melampirkan bukti melalui spanduk atau banner setiap 

penganggaran yang mereka buat. 

a. Penata Usahaan 

Penata usahaan menurut Mamelo et.al merupakan 

kegiatan yang di kelola oleh kepala desa dan dibantu bendahara 

dalam melaksanakan penatausahaan keuangan dari desa tersebut 

sebelum dimulainya tahun anggaran berdasarkan keputusan 

kepala desa. Mengenai penatausahan keuangan di desa Pagutan, 

kepala desa melaksanakanya hanya dengan memaksukan data 

yang sudah tertera pada APBDes dengan itu APBDes sudah 

secara otomatis dapat di kelola dikarenakan kepala desa pagutan 

menggunakan aplikasi yang sudah di tetapkan oleh pemerintah 

pusat. Namun, buku penunjang data penata usahanan lainnya tetap 

digunakan di desa Pagutan sebagai bukti fisik administrasi desa 

sebagaimana yang dilampirkan pada Gambar 2.4 Buku khas 

umum, Gambar 2.5 Buku Pembantu Pajak, dan Gambar 2.6 Buku 

Bank. 
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Gambar 2.4 Buku Khas Umum 

Sumber: Dokumentasi Desa Pagutan tahun 2022 
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Gambar 2.5 Buku Pembantu Pajak 

Sumber: Dokumentasi Desa Pagutan tahun 2022 
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Gambar 2.6 Buku Bank 

Sumber: Dokumentasi Desa Pagutan tahun 2022 

 

 

Adanya aplikasi yang sudah di terapkan dari pusat perihal 

pencatatan dalam buku kas umum dengan begitu ibu Nurul Hayati 

melalui wawancara mengatakan bahwa, dengan memberikan data-

data perihal APBDes yang sudah ada maka akan secara otomatis 

tertera pada pencataan buku kas umum dan tetap melakukan 

pencatatan pada buku secara fisik guna inventarisasi desa dan 

sebagai laporan wajib yang dibuat oleh bendahara. Berdasarkan 

teori dari Mamelo et.al, laporan wajib yang harus dibuat oleh 

bendahara desa berupa buku kas yang digunakan sebagai 

pencatatan aktivitas yang menyangkut penerimaan dan 

pengeluaran kas. Buku pembantu pajak berguna untuk membantu 

buku kas umum dalam pencatatan pengeluaran atau penerimaan 

yang berhbungan dengan pajak dan buku bank diperuntukkan 
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sebagai membantu buku kas umum dalam penerimaan atau 

pengeluaran yang berkaitan dengan uang bank. 

Dapat disimpulkan bahwa kejadian di lapangan telah 

sesuai dengan teori yang dimana kepala desa dan bendahara 

melaksanakan pencataanya menggunakan aplikasi yang sudah di 

tetapkan oleh pemerintah pusat. Meskipun demikian pencataan di 

buku kas Umum sebagai cacatan fisik tetap dilakukan sebagai 

lapaoran wajib yang diakukan oleh bendahara.  

b. Pelaporan 

Pelaporan merupakan bentuk dari pertanggungjawaban 

oleh pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa55. 

Berdasarkan hasil wawancr dengan Skdes Pagutan, pelaporan di 

desa yang digunakan yaitu laporan realisasi APBDes yang akan 

berkaitan dengan pendapatan asli dari desa, laporan realisasi 

anggaran desa, laporan realisasi anggaran desa perkegiatan, 

laporan realisasi anggaran bulanan, laporan realisasi triwulan, 

laporan realisasi semesteran, laporan realisasi APBDes 

semesteran, laporan kekayaan milik desa, laporan realisasi 

APBDes persumberdana a1, laporan realisasi APBDes 

persumberdana 1b, laporan realisasi penggunaa dana desa, 

laporan realisasi penyerapan dana desa (PMK) dan laporan 

realisasi pelaksanaan BTT seperti yang ditampilkan pada Gambar 

2.3 dibawah ini. Menurut Farida dan Herventy, seluruh pelaporan 

yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat digunakan sebagai 

media evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan menjadi kewajiban 

pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa yang didanai 

oleh alokasi dana desa. 

 
55 Farida, V., Jati, A. W., & Herventy, R. (2018) 
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Gambar 2.7 Bukti Pelaporan keuangan Desa 

Sumber: Dokumentasi pribadi 

 

Dapat disimpulkan bahwa kejadian dilapangan dengan 

teori dimana desa Pagutan dalam pelaporannya telah sesuai 

dengan pelaksanaan kegiatan dana desa dimana pemerintah desa 

pagutan melaporkan anggran dengan pendapatan dan belanja 

bulanan. 

c. Pertanggungjawaban 

Pertanggungjawaban merupakan bentuk kegiatan yang 

wajib dilaksanakan oleh pemerintah desa Pagutan perihal laporan 

realisasi anggaran yang berisi tentang pendapatan belanja dan 

pembiayaan. Dimana di desa Pagutan melaksanakan 

pertanggungjawaban kepada BPD yaitu Badan Permusyawaratan 

Desa, melalui musyawarah mengenai realisasi anggaran dan 

penyampaian dokumentasi laporan pertanggungjawaban dari 

pemerintah desa yang dimaksud dengan (LPPD) dan akan 
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dilaksanakan paling lambat 31 Maret dengan tahun berjalan yang 

kemudian dilanjutkan dengan menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada 

Bupati melalui Camat setiap tahun anggaran dimana laporan 

tersebut disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir 

anggaran. Hal ini sejalan dengan pernyataan Farida dan Herventy 

yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban merupakan tujuan 

sebagai bentuk kewajiban aparat desa dalam melaksanakan 

kewajiban mereka serta sesuai dengan aturan Pemendagri No.20 

Tahun 2018 pasal 70 yang menyatakan bahwa Kepala Desa 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDes kepada Bupati/ Walikota melalui Camat 

setiap akhir tahun anggaran.  

Dapat disimpulkan teori dengan kejadian dilapangan telah 

sesuai yang dimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa 

Pagutan perihal laporan realisasi anggaran yang berisi tentang 

pendapatan belanja dan pembiayaan seperti yang dilampirkan 

pada Tabel 2.8 di bawah ini. 

 

Tabel 2.8 Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa 
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BAB lll 

KENDALA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA 

PAGUTAN  

 

A. Kendala dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Pagutan  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

kepada kepada beberapa sumber yaitu:  

Untuk mengetahui kendala pengelolaan dana desa di desa 

pagutan pwnulis mewawancarai Bapak M. Zarwadi MZ. S.Pd. selaku 

sekdes Pagutan pada tanggal 20 Februari 2023 sebagai berikut: 

“Kendala yang di hadapi di desa pagutan dalam pengelolaan 

dana desa pada tahun 2022 dengan menggunakan sistem 

perencanaan dengan adanya musdes tetapi terkadang hasil dari 

musdes tersebut tidak dapat terealisasi dengan lancar, pada 

tanun 2022 terjadi covid-19 yang mengakibatkan banyakanya 

perubahan kegitan dari perencanaan yang sudah ada di RKPD 

terutma kegiatan fisik yang suda direncanakan harus dilakukan 

perubahan untuk menyesuaikan edaran terkait covid-19. 

Adapun perubahan yang dilakukan untuk mengatasi kendala 

tersebut yakni dengan lebih memperbanyak kegiatan-kegiatan 

pemberdayaan yang tentunya juga masuk dalam salah satu 

penangan Covid-19 dan juga lebih banyak mencari program-

program aspirasi anggota DPRD untuk menutupi pekerjaan 

pembangunan yang tertunda.” 

 

Untuk mengetahu informasi yang lebih lanjut penulis juga 

wewawancarai bapak Subandi S.H selaku Kepada Desa di desa 

Pagutan pada tanggal 23 Februari 2023 sebagi berikut: 

“Pada saat covid-19 kami mengalami kendala yang membuat 

proses perencanaan yang kami rencanakan itu menjadi berubah 

yang ada di RKPD sehingga terjadinya kendala itu.” 

 

Dari pernyataan di atas pemerintah desa mengalami kendala 

pada saat covid-19 yang mengakibatkan perencanaan RKPD akan 

berubah dan di sesuaikan dengan edaran covid-19 tersebut. 
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“ Terkait kendala dalam pelaksanaanya itu tidak ada karna sudah 

direncanakan seperti di dusun A yang membutuhkan pembangunan 

ini otomatis semuanya sudah lengkap baik lahan  karna sudah 

direncanakan dan sebelum di anggarkan pemerintah desa harus 

menyiapkan dari bahanya seperti apa dan kebutuhan lainya.”56 

 

B. Pembahasan 

                    Adapun dalam pengelolaan dana desa terdapat 

beberapa kendala diantaranya yaitu sumberdaya manusia, swadaya 

masyarakat, pengawasan masyarakat, dan partispasi masyarakat.57 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekdes Pagutan menyatakan 

bahwa, kendala yang dialami hanya terdapat pada saat perencanaan 

pengelolaan dana desa pada tahun anggaran 2021-2022 yang 

diakibatkan Pandemi Covid-19 karena adanya surat edaran terkait 

pengurangan kegiatan di tempat umum.  

Dapat disimpulkann teori dengan kajadian dilapangan tidak sesuai 

karna dalam teori terjadi kendala pengelolaan dana desa yang dimana 

kendala mengenai sumberdaya manusia, swadaya masyarakat dan 

pengawasan masyarakat. Sedangkan hasil dari wawancara di dapatkan 

bahwa kendala dalam perencanaan terjadi pada saat covid-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
56 M Zarwadi Mzz S.Pd, Desa Pagutan Kecamatan Batukliang, Wawancara Senin 20 
Februari 2023 
57 Manatar, K., & Manaroingsong, J. (2021). Analisis Peneglolaan Dana Desa: Studi 

kasus di desa Peling Sawang Kecamatan siau barat Kabupaten Kepulauan Sitaro. Jurnal 

AKuntansi Manado(JAIM). 118-128 
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BAB lV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dipaparkan 

diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pengelolaan dana desa di desa Pagutan Kecamatan Batukliang, 

Kabupaten Lombok Tengah menerapkan keterbukaan dan 

akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa yang bertangung jawab 

kepada masyarakat yang sesuai dengan aturan atau tahapan 

pengelolaan dana desa, di antaranya: 

a. Perencanaan, pada tahapan ini pemerintah desa Pagutan 

melaksanakan kegiatan pengelolaan dana desanya melalui 

proses yang Panjang dengan menggelarkan Musdus terlebih 

dahulu agar RKPDes dan APBDes bisa di keluarkan dari hasil 

Musdus, yang dimana sesuai dengan peraturan pemerintah 

nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.  

b. Pelaksanaan, dalam pelaksanaannya pemerintah desa Pagutan 

mengelola dana desanya berdasarkan aturan aturan dengan 

melapirkan dokumetasi yang akan melibatkan seluruh 

Lembaga-lembaga yang ada di desa Pagutan. 

c. Penatausahaan, dimana kegiatanya pengelolaan dana desa di 

kelola oleh Kepala Desa dan Bendahara melalui aplikasi yang 

sudah di terapkan oleh pemerintah pusat, yang di antaranya ada 

buku Kas Umum, Buku Bank dan Buku Pajak.  

d. Pelaporan, yang di mana bentuk dari pertanggungjawaban 

pemerintah desa Pagutan perihal laporan realisasi APBDes atas 

pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewajiban pemerintah desa 

sebagai media evaluasi dalam pelaksanaan pengelolaan dana 

desa. 

e. Pertanggungjawaban, bentuk dari kegiatan wajib yang 

dilaksanakan oleh pemerintah desa pagutan mengenai laporan 

realisasi anggran yang berisi tentang pendapatan belanja dan 

pembiayaan yang merupakan bentuk dari tujuan kewajiban 

pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan dana desa.  
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B. Kendala dalam pengelolaan dana desa di desa Pagutan yaitu terjadi 

kendala  pada saat kegiatan perencanaan, dimana pada saat itu terjadi 

Pandemi Covid-19 sehingga kegiatan perencanaan  pada RKPDes itu 

telah disusun beberapa kegitan fisik seperti rabat jalan, pembukaan 

jalan baru, pentalutan jalan tetapi setelah adanya edaran 

penaganggulangan covid-19  beberapa dari item yang sudah di 

rencanakan  di rubah untuk kegiatan penanggulangan covid-19 

kegiatan tersebut berupa  pembagian  BLT dan vaksinasi.   

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh, maka saran yang 

diberikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memepertahankan serta meningkatkan transfaransi dan 

akuntabilitas yang sudah di laksanakan dalam perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban 

dana desa dimana anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa 

harus tepat sasaran agar tidak ada kecurigaan dan ketimpangan 

sesama masyarakat desa. 

2. Mengoptimalkan perencanaan pengelolaan dana desa yang kurang 

optimal untuk mangantisipasi terjandinya kendala. 

Rancangan Instrument wawancara 

No Rumusan Masalah Tujuan 

Penelitian 

Indikator Item Pertanyaan 

1 Bagaimana 

pengelolaan dana 

desa di desa 

Pagutan Kecamatan 

Batukliang 

Kabupaten Lombok 

Tengah? 

 

Untuk 

mengetahui 

pengelolaan 

dana desa di 

desa Pagutan 

Kecamatan 

Batukliang 

Kabupaten 

Lombok 

Tengah  

kegiatan 

pengelolaan dana 

desa: 

1. Perencanaaan 

2. Pelaksanaan 

3. Penatausahaan 

4. Pelaporan  

5. Pertanggung 

jawaban.  

 

1. Bagaimana perencanaan 

yang diberlakukan dalam 

pengelolaan dana desa di 

desa Pagutan ? 

2. Bagimana pelaksanaan 

pengelolaan dana desa di 

desa Pagutan? 

3. bagaimana pengelolaan 

tata usaha yang 

dijalankan di desa 

pagutan ?  

4. Bgaimana pelaporan 

yang digunakan dalam 
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pengelolaan dana desa di 

desa Pagutan? 

5. bagaimana pertanggung 

jawaban aparatur desa  

dalam pengelolaaan dana 

desa di desa Pagutan? 

2 Bagaimana kendala 

dalam pengelolaan 

dana desa di desa 

Pagutan Kecamatan 

Batukliang 

Kabupaten Lombok 

Tengah? 

 

Untuk 

mengetahui  

Kendala 

dalam 

pengelolaan 

dana desa di 

desa Pagutan 

Kecamatan 

Batukliang 

Kabupaten 

Lombok 

Tengah  

Melakukan 

kegiatan evaluasi 

faktor 

penghambat 

pengelolaaan 

dana desa: 

1. Pemahaman 

Masyarkat 

2. Swadaya 

masyarakat 

3. Pengawasan 

masyarakat 

4. partisipasi 

masyarakat 

 1. Bagaiaman peran 

pemeritah desa 

mengatasi pemahaman 

masyarkat dalam 

pegelolaan dana desa di 

desa pagutan? 

 2. Bagaiamana peran  

pemerintah desa dalam 

pengelolaan  Swadaya 

masyarakat perihal dana 

desa di desa pagutan ? 

 3. Bagaiamana peran 

pemerintah desa perihal 

pengawasan masyarakat 

dalam pengelolaan dana 

desa di desa Pagutan ? 

 4. Bagaiamana peran 

pemerintah desa perihal 

partisipasi masyarakat 

dalam pengelolaan dana 

desa di desa Pagutan?  
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. 

 

Rancangan Instrument Observasi 

Rumusan 

Masalah  

Tujuan 

Penelitian 

Indikator  Obyek 

penelitian 

Subyek 

Penelitian 

Teknik Penelitian  

Bagaimana 

pengelolaan dana 

desa di desa 

Pagutan 

Kecamatan 

Batukliang 

Kabupaten 

Lombok Tengah? 

 

Untuk 

mengetahui 

bagaimana 

pengelolaan 

dana desa di 

desa pagutan 

Kecamatan 

Batukliang 

Kabupaten 

Lombok Tengah  

Melakukan kegitan  

pengelolaan dana 

desa: 

1. Perencanaaan 

2. Pelaksanaan 

3. Penatausahaan 

4. Pelaporan  

5. Pertanggung 

jawaban.  

 

 

Mengamati 

kegiatan 

yang 

berkaitan 

dengan 

pengelolaan 

dana desa  

• Kepala 

desa 

• Aparatur 

desa 

• Masyarakat 

Observasi 

Bagaimana 

kendala dalam 

pengelolaan dana 

desa di desa 

Pagutan 

Kecamatan 

Batukliang 

Kabupaten 

Lombok Tengah? 

 

Untuk 

mengetahui 

kendala dalam 

pengelolaan 

dana desa di 

desa Pagutan 

Kecamatan 

Batukliang 

Kabupaten 

Lombok Tengah  

  Mengetahui faktor 

penghambat 

pengelolaaan dana 

desa: 

1. Pemahaman 

Masyarakat 

2. Swadaya 

Masyarakat 

3. Pengawasan 

masyarakat 

4. Partisipasi 

masyarakat  

Mengamati 

terkait 

kendala 

yang ada 

dalam 

pengelolaan 

dana desa 

• Kepala 

desa 

• Aparatur 

desa 

• Masyarakat 

Observasi 

 

Rancangan Instrumen Dokumentasi 

N

o 

Rumusan Masalah  Tujuan Penelitian Indikator  Obyek 

Dokumentasi 
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1 Bagaimana 

pengelolaan dana 

desa di desa 

Pagutan Kecamatan 

Batukliang 

Kabupaten Lombok 

Tengah? 

 

Untuk mengetahui 

bagaimana 

pengelolaan dana 

desa di desa 

pagutan Kecamatan 

Batukliang 

Kabupaten 

Lombok Tengah 

Melakukan kegitan  

pengelolaandana 

desa: 

1. Perencanaaan 

2. Pelaksanaan 

3. Penatausahaan 

4. Pelaporan  

5.Pertanggung 

jawaban.  

 

Mengamati 

kegiatan yang 

berkaitan 

dengan 

pengelolaan 

dana desa 

2 Bagaimana kendala 

dalam pengelolaan 

dana desa di desa 

Pagutan Kecamatan 

Batukliang 

Kabupaten Lombok 

Tengah? 

 

Untuk mengetahui 

kendala dalam 

pengelolaan dana 

desa di desa 

Pagutan 

Kecamatan 

Batukliang 

Kabupaten 

Lombok Tengah 

Mengetahui faktor 

penghambat 

pengelolaan dana 

desa:  

1. Pemahaman 

Masyarkat 

2. Swadaya 

Masyarakat 

3. Pengawasan 

Masyarakat 

4. Partisipasi 

Masyarakt. 

  

Mengamati 

terkait kendala 

yang ada dalam 

pengelolaan 

dana desa 
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LAMPIRAN 1 PEDOMAN OBSERVASI 

 

Observasi/Penelitian :  Elsa Mulia Paratami 

Hari/Tanggal : Senin, 20 Februari 2023 

Tanggal  : Kantor Desa Pagutan  

 

No Objek-Objek yang di 

observasi 

 

keterangan 

1 Melihat keadaan lokasi 

penelitian  

 

2 Melihat keadaan Staf di desa 

Pagutan  

 

3 Melihat Kondisi 

Pembangunan Desa Pagutan 

 

4 Melihat Anggaran APBDes  

5 Melihat Jenis Peloran   

6  Melihat Dokumentasi pada 

saat proses pembangunan 
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LAMPIRAN 2 PEDOMAN WAWANCARA 

Identitas Responden  

1. Informan 

a. Nama : Subandi, S.H 

b. Alamat : Tunjang, Desa Pagutan Kec. Batukliang Kab. 

Lombok Tengah 

c. Pekerjaan :  Kepala Desa  

2. Tanggal : 23 Februari 2023 

3. Tempat : Kantor Desa Pagutan  

No  Pertanyaan 

1 Bagaimana sistem dan prosedur pelaksanaan pengelolaan 

Dana Desa di Desa Pagutan Tahun 2022? 

2 Bagaimana sistem dan prosedur penatausahaan dalam 

pengelolaan Dana Desa di Desa Pagutan Tahun 2022? 

3 Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan aparat pemerintah 

Desa Pagutan atas pengelolaan Dana Desa Tahun 2022? 

4 Bagaimana sistem dan prosedur aparat pemerintah desa 

dalam pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa di Desa 

Pagutan Tahun 2022? 

5 Apakah ada kendala dalam proses perencanaan pengelolaan 

dana desa Pagutan Tahun 2022? 

 

Identitas Responden  

1. Informan 

a. Nama : M. Zarwadi MZ, S.Pd 

b. Alamat : Lendang Buhu, Desa Pagutan Kec. Batukliang 

Kab. Lombok Tengah 

c. Pekerjaan : Sekertaris Desa 

2. Tanggal : 20 Februari 2023 

3. Tempat : Kantor Desa 

No. Pertanyaan 

 

1 

Bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Pagutan Kecamatan 

Batukliang? 
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2 
Bagaimana proses dalam melakukan perencanaan kegiatan dalam 

menggunakan dana desa ? 

3 

Apakah lembaga desa yang terdiri dari BPD, LPMD, tokoh agama, 

pemuda serta masyarakat dilibatkan dalam tahap perencanaan dalam 

proses Musdus,Musrengbangdes? 

4 
Bagaimana sistem dan prosedur pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di 

Desa Pagutan Tahun 2022? 

5 
Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan aparat pemerintah Desa 

Pagutan atas pengelolaan Dana Desa Tahun 2022? 

6 
Apakah dalam tahap pelaporan telah sesuai dengan pedoman yang 

melandasinya? 

7 
Bagaimana tahapan pengelolaan Dana Desa yang terdapat di Desa 

Pagutan Tahun 2022 terutama dalam pembangunan desa? 

8 
Siapakah Aspek Yang di audit, kemudian kapan akan dilaksakan dan 

kapan akan di audit ? 

9 Apa Kendala dalam pengelolaan dana desa? 

10 
Apakah kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program yang telah 

direncanakan dalam pelaksanaan dan realisasi yang dilakukan? 

11 
Apakah ada kendala dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa 

Pagutan Tahun 2022? 

 

Identitas Responden  

1. Informan 

a. Nama : Sukriadi  

b. Alamat : Tunjang, Desa Pagutan Kec. Batukliang Kab. 

Lombok Tengah 

c. Pekerjaan : Kaur Perencanaan 

2. Tanggal : 3 Maret 

3. Tempat : Kantor Desa Pagutan  

No Pertanyaan 

1 Bagaimana mekanisme perencanaan Pengelolaan Dana Desa? 

2 
Bagaimana sistem dan prosedur perencanaan pengelolaan Dana Desa di 

Desa Pagutan Tahun 2022? 
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Identitas Responden  

1. Informan 

a. Nama : Nurul hayati 

b. Alamat : Persingrahan, Desa Pagutan Kec. Batukliang 

Kab. Lombok Tengah 

c. Pekerjaan : Kaur Keuangan 

2. Tanggal : 22 Februari 2023 

3. Tempat : Kantor Desa Pagutan  

No Pertanyaan 

1 
Bagaimana sistem dan prosedur penatausahaan dalam pengelolaan Dana 

Desa di Desa Pagutan Tahun 2022? 

2 
Apakah dalam tahap pelaporan telah sesuai dengan pedoman yang 

melandasinya? 

3 

Bagaimana sistem dan prosedur aparat pemerintah desa dalam 

pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa di Desa Pagutan Tahun 

2022? 

 

 

Identitas Responden  

1. Informan 

a. Nama : Ahmad Saprun Hadi 

b. Alamat : Gocek, Desa Pagutan Kec. Batukliang Kab. 

Lombok Tengah 

c. Pekerjaan :` Badan Permusyawaratan Desa 

2. Tanggal : 20 Februari 2023 

3. Tempat : Kantor Desa 

No. Pertanyaan 

 

1 

Apakah lembaga desa yang terdiri dari BPD, LPMD, tokoh agama, 

pemuda serta masyarakat dilibatkan dalam tahap perencanaan dalam 

proses Musdus,Musrengbangdes? 

2 
Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh lembaga desa seperti BPD 

dan LPMD atas kegiatan yang dilakukan terhadap kepala desa ? 
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Identitas Responden  

1. Informan 

a. Nama : H. Zulhanik 

: M. Rifki Fahlevi 

: M. Rizki Aditya  

b. Alamat : Pagutan, Desa Pagutan Kec. Batukliang Kab. 

Lombok Tengah 

c. Pekerjaan : Kaur Perencanaan 

2. Tanggal : 23 Februari 2023 

3. Tempat : Rumah Warga  

 

 

No Pertanyaan 

1 
Bagaimana sistem dan prosedur pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di 

Desa Pagutan Tahun 2022? 

2 

Bagaimana tingkat kepercayaan Masyarakat terhadap aparat pemerintah 

desa Pagutan dalam penyampaian pertanggujawaban pengelolaan dana 

desa di tahun 2022? 
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LAMPIRAN 3 FOTO DOKUMENTASI 

 

 

Gambar 1 

 Wawancara dengan Kepala Desa Pagutan Kab. Lombok Tengah 

Bapak Subandi, S.H 
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Gambar 2 

 Wawancara dengan Sekretaris Desa Pagutan Kab. Lombok Tengah 

Bapak M. Zarwadi MZ., S. Pd 

 

Gambar 3 

Wawancara dengan Badan Permusyawaratan Desa Pagutan Kabupaten 

Lombok Tengah 

Bapak Ahmad Saprun Hadi 

 

 

Gambar 4 

Wawancara dengan Kaur Perencanaan Desa Pagutan Kabupaten Lombok 

Tengah 
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Bapak Sukriadi 

 

 

Gambar 5 

Wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Pagutan Kabupaten Lombok 

Tengah 

Ibu Nurul Hayati 
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Gambar 6 

Wawancara dengan Masyarakat Desa Pagutan Kabupaten Lombok Tengah 
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Lampiran 4 Surat Izin Penelitian Bakesbangpoldagri  
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Lampiran 5 Surat Permohonan penelitian Dari UIN Mataram  
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Lampiran 6 Surat Balasan Dari Desa Pagutan  
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP  

 

 
 

A. Identitas Diri  

Nama : Elsa Mulia Pratami 

Tempat, Tanggal Lahir : Mantang, 25 Mei 1999 

Alamat Rumah  : Desa Mantang  

Nama Ayah : Muliadi 

Nama Ibu : Lenni 

 

B. Riwayat Pendidikan  

1. Pendidikan Formal  

a. SD/MI : SDN 2 Mantang, 2012 

b. SMP/MTs : SMPN 1 Batukliang, 2015 

a. SMA/SMK/MA : SMAN 1 Batukliang, 2018 

 

1. Pendidikan Nonformal   : -  

C. Riwayat Pekerjaan   : -  

D. Prestasi/Penghargaan  : Batminton Tungal Putri 

E. Pengalaman organisasi  : - 

F. Karya Ilmiah    : - 

 

 

Mataram,   ,2023 

 

 

       Elsa Mulia Pratami 
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